
GUBERNURGORONTALO
PERATURANGUBERNURGORQNTALO

NOMOR TAHUN2017
TENTANG

KEDUDUKAN,SUSUNANORGANISASI,TUGASDANFUNGSI, SERTA TATA
KERJA SEKRETARIATDAERAHPROVINSIGORONTALO

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
GUBERNURGORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan keterbukaan, transparansi,
akuntabilitas serta prlnsip persaingan/kompetensi yang sehat
dalam proses pengadaan barang/ jasa Pemerintah, maka
diperlukan suatu kebijakan kelembagaan mengenai penanganan
tugas dan fungsi layanan pengadaan barang/ jasa;

b. bahwa terhadap Peraturan Gubemur Gorontalo Nomor 57
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi
Gorontalo, perlu diganti agar tercipta tatanan penyelenggaraan
pemerintahan yang baik;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (3)
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah, Ketentuan mengenai
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata
kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Gubemur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Gubemur Gorontalo tentang Kedudukan, Susunan
organisasi , Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah Provinsi Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukkan
Provinsi <?orontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerlntahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
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Menetapkan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Penge10laan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037);

7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Gorontalo Nomor 09)0

MEMUTUSKAN: _
PERATURANGUBERNUR GORONTALOTENTANGKEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA SEKRETARIATDAERAHPROVINSIGORONTALO

BAB I
KETENTUANUMUM

Pasall

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontaloo
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah danDPRD menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia. sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
4. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontaloo
50 Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Staf Ahli adalah staf ahli Gubernur Gorontalo.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan
fungsional keahlian dan/ atau jabatan fungsional ketrampilan
yang mempunyai fungsi dan juga berkaitan erat satu sarna lain
dalam melaksanakan salah satu tugas pemerintahan;

80 Jabatan Fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas
disebutkan dalam struktur organisasi yang tugasnya
me1aksanakan fungsi non manajerial baik teknis maupun
fasilitatifo



BAB II
KEDUDUKAN
Pasal2

(1) Sekretariat Daerah ProvinsiGorontalo merupakan unsur staf.
(2) Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo dipimpin oleh seorang

Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

Pasal3
Sekretariat Daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2
mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan
kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan
tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Pasal4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
Sekretariat Daerah ProvinsiGorontalo menyelenggarakan fungsi:
a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara

pada instansi Daerah;
e. pembinaan dan pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana

Pemerintahan Daerah; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur yang

berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNANORGANISASI

Pasal5
Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas:
a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten:

1. Asisten Pemerintahan;
2. Asisten Pembangunan; dan
3. Asisten Administrasi Umum.

c. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
d. Biro Hukum dart Organisasi;
e. Biro Pengendalian Pembanguan dan Ekonomi;
f. Biro Pengadaan;
g. Biro Umum;
h. Biro Humas dan Protokoler
i. Staf AhliBidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
J. Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan dan

Pembangunan;
k. Staf AhliBidang Kemasyarakatan dan SDM;dan
1. KelompokJabatan Fungsional.



BABIV
TUGASDANFUNGSI

Bagian Kesatu
Sekretaris Daerah

Pasal6
Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur staf dipimpin oleh
seorang Sekretaris.

Pasal 7
Sekretaris Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada KepalaDaerah.

Pasal8
Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah
dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif
terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan
administratif.

Pasal9
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi :
a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara

pada instansi daerah; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerrahyang

berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Asisten Pemerintahan

PasallO
Asisten Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretarls
Daerah dalam perumusan kebijakan, mengkoordinasikan biro
pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, hukum dan organisasi serta
Perangkat Daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten
Pemerintahan.

Pasalll
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
Asisten Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang

pemerintahan, kesejahteraan sosial dan penyusunan peraturan
perundang-undangan;

b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas. dan program
Perangkat Daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten
Pemerintahan;

c. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program Perangkat
Daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Pemerintahan;



petunjuk teknis
pembantuan dan

f.

d. pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pemerintahan,
dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

e. pengkoordinasian perumusan kebijakan program, dan
pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan umum, pengawasan
oleh dinas, badan, biro dan kantor baik internal maupun
eksternal;
perumusan penyusunan program dan
penyelenggaraan desentralisasi, tugas
dekonsentrasi;

g. penyelenggaraan urusan di bidang pemerintahan umum;
h. penyelenggaraan urusan dibidang kesejahteraan rakyat dan

kemasyarakatan; dan
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.

i.

Bagian Ketiga
Biro Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

Pasal12
Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas
menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan
tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan
penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya
dibidang pemerintahan, aparatur pemerintahan, bidang agarna, adat
dan budaya, kesejahteraan sosial, Administrasi Wilayah dan Otonomi'
Daerah serta fasilitasi urusan keagamaan.

Pasal 13
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 12,
Biro Pemerintahan dan Kesra menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dibidang

administrasi pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta

petunjuk teknis pelaksanaan dibidang pemerintahan,
administrasi aparatur pemerintahan daerah dan otonomi daerah
serta dibidang agama, budaya dan kesejahteraan sosial;

c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
pemerintahn dan pembangunan dibidang administrasi
pemerintahan, dibidang agama, budaya dan kesejahteraan sosial;

d. pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan
pembangunan serta sumber daya aparatur dibidang adn¥nistrasi
pemerintahan, dibidang agama, budaya dan kesejahteraan sosial;

e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraall pemerintahan daerah provinsi dan
kabupaten/kota; dan

f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.



Pasal14
Biro Pemerintahan dan Kesra terdiri dari :
a. Bagian Pemerintahan dan Administrasi Wilayah;
b. Bagian Otonomi Daerah; dan
c. Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Paragraf 1
Bagian Pemerintahan dan
Administrasi Wilayah

Pasal15
Bagian Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi
pembinaan dan petunjuk pe1aksanaan tata pemerintahan,
administrasi wilayah pemerintahan, serta pe1aksanaan tata usaha
biro.

Pasal16
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,
Bagian Pemerintahan dan Administrasi Wilayah mempunyai.fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan program dan petunjuk mengenai tata

pemerintahan, kode dan data wilayah administrasi pemerintahan;
b. pelaksanaan penyiapan koordinasi dibidang tata pemerintahan,

pemekaran dan penggabungan wilayah kecamatan, perubahan
nama, batas dan ibukota;

c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pe1aporan tugas
dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

d. pelaksanaan monitoring, pe1aporan, evaluasi, dan tindak lanjut
hasil evaluasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)
dari Bupati/Walikota;

e. pelaksanaan penyusunan jadwal rapat koordinasi secara berkala
dengan instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kahupaten/ Kota;

f. pelaksanaan penyiapan koordinasi penataan batas daerah antar
Provinsi dan Kabupaten/Kota;

g. pelaksanaan fasilitasi pembentukan kawasan khusus dan
nama - nama geografidan rupabumi;

h. pelaksanaan tata usaha biro; dan
1. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal17
Untuk mendukung tugas Bagian Pemerintahan dan Administrasi
Wilayah maka dibentuk sub bagian dengan pengelompokan sebagai
berikut:
a. Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
b. Sub Bagian Administrasi Wilayah, Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan; dan
c. Sub Bagian Tata Usaha.



Pasal18
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16, Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan
mempunyai rincian tugas :
a. Merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tallggung jawab yang diberikan agar pekeIjaan
beIjalan tertib dan lancar;

d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang tata
pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan;

e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan mengenai
kode dan data wilayah kecamatan, Desa dan Kelurahan;

f. menyiapkan bahan fasilitasi pemekaran, penggabungan dan
penghapusan kecamatan;

g. menyiapkan bahan monitoring dan pelaporan pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan di
kabupatenjkota;

h. menyiapkan bahan koordinasi, monitoring, pelaporan dan
pembinaan perumusan kebijakan dan penyusunan laporan
Evaluasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATE:N);

1. menyiapkan bahan analisis data tentang pelaksanaan PATENdi
Kabupatenjkota

j. menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi kecamatan yang
dilaksanakan kabupatenjkota;

k. menyiapkan pedomanjbahan analisis data koordinasi, fasillitasi,
sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan
kelembagaan pendapatan serta kekayaan desajkelurahan;

1. menyiapkan bahan analisis data kQordinasi, fasilitasi pembinaan
aparatur dan SDMpemerintahan desajkelurahan;

m. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara men.gidentiflkasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kineIja dimasa
mendatang;

n. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

o. melaksanakan tugas penunjang lainnya yarig diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelal{sanaan tugas beIjalan dengan lancar.

Pasal19
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16, Sub Bagian Administrasi Wilayah, Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan mempunyai rincian tugas:



kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan

i.

f.

1.

a. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan yang
berkaitan dengan Administrasi Wilayah, Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan;

b. membagi tugas
tanggung jawab
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan, perumusan kebijakan
dan koordinasi penye1enggaraan administrasi wilayah
pemerintahan, supervise, pembinaan dan sosialisasi pemberian
nama - nama geografis, toponimijrupabumi;

e. menyiapkan bahan fasilitasi penataan batas wilayah administrasi
pemerintahan antar Provinsi dan KabupatenjKota;
menyiapkan bahan koordinasi, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan penegasan batas daerah, rupabumi unsur alami dan
unsur buatan;

g. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas
pembantuan;

h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan serta laporan
pe1aksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan
pemerintahan mengenai tugas dekonsentrasi dan tugas
pembantuan;
menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan dibidang tugas
dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

k. mengevaluasi kegiatan Sub Bagian Akuntabilitas KirteIja dertgan
cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang te1ah
dilaksanakan untuk pelaporan pelaksanaan kegiatan;
mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa
mendatang;

m. melaporkan pe1aksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

n. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh.
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.

j.

Pasal20
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal16, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
a. merencanakan kegiatan berdasar.kan Rencana kegiatan dan

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pe1aksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengart. tugas dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;



c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

d. menyiapkan bahan pengelolaan surat masuk dan surat keluar
Biro serta menyiapkan bahan rapat Kepala Biro;

e. menyiapkan bahan koordinasi arsipjlaporanjdata lain di
lingkungan Biro;

f. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan
mengurus permintaan alat tulis kantor serta memelihara
perlengkapan Biro;

g. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian di lingkungan Biro
yang meliputi kenaikan pangkat,-kenaikan gaji berkaia, cuti,
kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;

h. menyiapkan bahan administrasi keuangan di. lingkungan Biro
yang meliputi gaji pegawai, keuangan, perjalanan Dinas serta
hak - hak keuangan lainnya;

1. menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban
dan laporan kinerja di lingkungan Biro;

o. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa
mendatang;

p. melaporkan. pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

j. me1aksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.

Paragraf2
Bagian Otonomi Daerah

Pasa121
Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan
koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan petunjuk pelaksanaan di
bidang Administrasi Aparatur Kepala Daerah dan DPRD, Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Sinkronisasi Urusarl
Pemerintahan Daerah, Hubungan Antar Lembaga dan Penataan
Daerah.

Pasal22
Dalam melaksanakan tugas 8ebagaimana dimaksud dalam Pasal 21,
Bagian Otonomi Daerah menye1enggarakanfungsi:
a. perencanaan rencana dan program pelaksanaan kegiatan yang

berkaitan dengan bagian otonomi daerah;
b. pelaksanaanjmenyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan

pengawasan bidang Administrasi Aparatur Kepala Daerah dan
DPRD, Evaluasi Kinerja dan Sinkronisasi Urusan Pemerintahan
Daerah, Hubungan Antar Lembaga dan Penataan Daerah;



c. pelaksanaan petunjuk teknis bidang Administrasi Aparatur
Kepala Daerah dan DPRD, Evaluasi KineIja dan Sinkronisasi
Urusan Pemerintahan Daerah, Hubungan Antar Lembaga dan
Penataan Daerah;

d. penyelenggaraan sosialisasi, konsultasi, fasilitasi, monitoring dan
evaluasi bidang Administrasi Aparatur Kepala Daerah dan DPRD,
Evaluasi KineIja dan Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah,
Hubungan Antar Lembaga dan Penataan Daerah.

e. penyelenggaraan kegiatan otonomi daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota; dan

f. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya

Pasal23
Untuk mendukung tugas Bagian Otonomi Daerah maka dibentuk sub
bagian dengan pengelompokan sebagai berikut :
a. Sub Bagian Administrasi Aparatur Kepala Daerah dan DPRD;
b. sub Bagian Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Dan

Sinkronisasi Urusa.. Pemerintah Daerah; dan
c. Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Penataan Daerah.

Pasal24
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22, Sub Bagian Administrasi Aparatur Kepala Daerah dan
DPRDmempunyai rincian tugas:

a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekeIjaan
beIjalan tertib dan lancar;

d. menyusun konsep Keputusan Gubemur tentang peresmian
pemberhentian dan pengangkatan Pimpinan/ Anggota DPRD
Kabupaten/Kota hasil pemilihan umum. serta peresmian
pemberhentian dan pengangkatan Pengganti Antar Waktu
Pimpinan/ AnggotaDPRDKabupaten/Kota;

e. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar peke!jaan
beIjalan tertib dan lancar;

f. mengusulkan peresmian pemberhentian dan pengangkatan
Pimpinan/ AnggotaDPRDProvinsi hasil pemilihan umum;

g. mengusulkan peresmian pemberhentian dan pengangkatan
Pengganti Antar Waktu Pimpinan/Anggota DPRDProvinsi kepada
Menteri Dalam Negeri;

h. membuat rekomendasi lZln ke luar negeri bagi Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/ Anggota DPRDProvinsi
dan Kabupaten /Kota;



pengangkatan dan
Kepala Daerah,

administrasi usul pengangkatan
DaerahjWakil Kepala Daerah,

i.

1.

menyiapkanj veriflkasi
pemberhentian Kepala
Pimpinanj AnggotaDPRD;
menyiapkan bahan laporan peresmian
pemberhentian Kepala DaerahjWakil
Pimpinanj AnggotaDPRD;

k. menyiapkan pelaksanaan pelantikan BupatijWakil Bupati,
WalikotajWakilWalikota;
mengusulkan cuti kampanye Gubemur dan WakilGubemur serta
menyiapkan cuti kampanye BupatijWakil Bupati, WalikQtajWakil
Walikota;

m. mengusulkan pensiun KepalaDaerahjWakil Kepala Daerah;
n. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa
mendatang;

o. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

p. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas berjalan dengan lancar.

j.

Pasal25
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22, Sub Bagian Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah
Dan Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah mempunyai rincian
tugas:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekeIjaan
beIjalan tertib dan lancar;

d. menyiapkan bahanjpetunjuk pelaksanaan penyUsunafi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Ringkasan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

e. menyusun dan menyampaikan Laporan Penyelenggaran
Pemerintahan Daerah;

f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi Evaluasi
KineIja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

g. melaksanakan Fasilitasi dan Sinkronisasi Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi dan KabupatenjKota;

h. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi Pemetaarl Urusan
Pemerintahan Daerah;

1. melaksanakan Konsultasi, Koordinasi dan Sosialisasi Norma,
Standar, Prosedur, dan Kriteria Urusan Pemerintahan;



Jo mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada da1am rangka perbaikan kinerja dimasa
mendatang;

k. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

1. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas berja1andengan lancar.

Pasa126
Da1am menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud da1am
Pasa1 22, Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Penataan
Daerah mempunyai rindan tugas :
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berja1an tertib dan lancar;

d. membuat konsep Keputusan Gubemur tentang OPD penanggung
jawab Kunjungan Kerja ke Provinsi Gorontalo;

e. memfasilitasi rapat/pertemuan kunjungan kerja yang menjadi
tanggung jawab Biro Pemerintahan dan Kesra;

f. memfasilitasi pelantikan Kepa1aInstansi Vertika1;
g. menyiapkan pelaksanaan Hari Otonomi Daerah di Provinsi

Gorontalo;
h. menyiapkan pelaksanaan Hari UlangTahun Provinsi Gorontalo;
i. memfasilitasi dan menyiapkan administrasi pembentukan Daerah

Otonom Baru (DOB);
j. melaksanakan Monitoringdan Eva1uasiDaerah Otonom Baru;
k. mengeva1uasi pelaksanaan tugas dengan cara mengicj.entifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa
mendatang;

1. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

m. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.

Paragraf 3
Bagian Kesejahteraan Rakyat

Pasal27
Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyiapkan bahan
penyusunan perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan
penyelenggaraaan kegiatan bidang keagamaan, adat dan. budaya
serta kesejahteraan sosial.



Pasa128
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27,
Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana dan program kegiatan sesuai dengan bidang
tugasnya;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang keagamaan, adat
dan budaya serta bidang kesejahteraan sosial;

c. penyiapan bahan perumusan koordinasi bidang keagamaan, adat
dan budaya serta bidang kesejahteraan sosial;

d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, sosialisasi, monitoring dan
evaluasi bidang keagamaan, adat dan budaya serta bidang
kesejahteraan sosial;

e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal29
Untuk mendukung tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat maka
dibentuk sub bagian dengan pengelompokan sebagai berikut :
a. Sub Bagian Keagamaan;
b. Sub BagianAdat dan Budaya; dan
c. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;

Pasal30
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud. dalam
Pasal 28, Sub Bagian Keagamaan mempunyai rincian tugas ;
a. merencanakan kegiatan keagamaan berdasarkan Rencana
kegiatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

d. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang
keagamaan;

e. menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan di bidang
keagamaan;

f. melaksanakan koordinasi, sosialisasi, pembinaan, pendampingan
serta evaluasi dan monitoring penyelenggaraan Musabaqah
TilawatilQur'an;

g. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan monitoring
penyelenggaraan embarkasi haji antara;

h. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelengaraan hari-hari
besar keagamaan;

1. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan monitoring
penyelenggaraan pembinaan pelayanan keagamaan;

j. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinetj~. dimasa
mendatang;



k. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

1. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanaan tugas beIjalan dengan lancar.

Pasal31
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28, Sub Bagian Adat dan Budaya mempunyai rindan tugas :
a. merencanakan kegiatan pengembangan, pelestarian dan

pelaksanaan adat dan budaya berdasarkan Rencana kegiatan dan
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pe1aksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekeIjaan
beIjalan tertib dan lancar;

d. menyiapkan penyusunan perumusan kebijakan di bidang
pengembangan, pelestarian dan pelaksanaan adat dan bmdaya;

e. menyiapkan bahan koordinasi perumus'an kebijakan di bidang
pengembangan, pe1estarian dan pelaksanaan adat dan budaya;

f. menyiapkan koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, pembinaan,
pendampingan, evaluasi dan monitoring serta pelaporan bidang
pengembangan, pelestarian dan pe1aksanaan adat dan budaya;

g. menyiapkan pengumpulan data, pengolahan data dan informasi
bidang pengembangan dan pelestarian adat dan budaya;

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kineIja dimasa
mendatang;

i. me1aporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedurdan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

j. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas berjalan dengan lancar.

Pasal32
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28, Sub Bagian Kesejahteraan Sosial mempunyai rincian
tugas:
a. menyusun rencanajprogram kerja dibidang pendidikan,

kesehatan dan ketahanan keluarga, sosial, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak serta bidang tenaga keIja,
transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;



c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekeIjaan
beIjalan tertib dan lancar;

d. mengumpulkan bahan penyusunan kebijakan dibidang
pendidikan, kesehatan dan ketahanan keluarga, sosial,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang
tenaga keIja, transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat;

e. menyiapkan bahan koordinasi perumusan program
pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan dan ketahanan
keluarga, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak serta bidang tenaga kerja, transmigrasi dan pemberdayaan
masyarakat;

k. melaksanakan Evaluasi dan pelaporan tugas dibidang
pendidikan, kesehatan dan ketahanan keluarga, sosial,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang
tenaga keIja, transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat;

1. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentiftkasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa
mendatang;

m. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

n. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan bail<:lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanaan tugas beIjalan dengan lancar.

Bagian Keempat
BiroHukum dan Organisasi

Pasal 33
Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas mepyiapkan
perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan
fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan
penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya
dibidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-
undangan, bantuan hukum, pemajuan Hak Asasi Manusia,
dokumentasi dan informasi hukum, kelembagaan, tata laksana,
analisis jabatan, administrasi pelayanan publik serta peningkatan
kinerja organisasi.

Pasal 34
nalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33,
BiroHukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan perumusan kebijakan produk hukum dan telaahan

hukum;
b. pelaksanaan perumusan penyusunan produk hukum baik yang

bersifat pengaturan (regeling)maupun penetapan (beschllr.king)
c. pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan

hukum kepada semua unsur dilingkungan Pemerintah Provinsi;



d. pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum
serta penyuluhan hukum;

e. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang
organisasi, analisis jabatan, pelayanan publik serta peningkatan
kineIja organisasi;

f. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta
petunjuk teknis pelaksanaan dibidang kelembagaan;

g. ketatalaksanaan, analisis jabatan, pelayanan publik serta
akuntabilitas ¥lneIja;

h. pelaksanaan monitoring. dan evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan dibidang kelembagaan,
ketatalaksanaan, analisis jabatan, pelayanan publik serta
peningkatan kineIja organisasi ;

i. pelaksanaan bantuan sengketa hukum dan peljanjian keljasama;
J. pelaksanaan pembinaan PPNSdan hak asasi manusia;
k. pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan, rumah tangga,

administrasi kepegawaian dan keuangan serta pelayanan
administrasi perlengkapan dan aset lingkup biro; dan

1. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasa135
BiroHukum dan Organisasi terdiri dari :
a. Bagian Peraturan Perundang-undangan;
b. Bagian Organisasi; dan
c. Bagian Bantuan Hukum.

Paragraf 1
Bagian Peraturan Perundang-undangan

Pasal36
Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas
menyiapkan koordinasi perumusan penyusunan produk hukum
provinsi baik yang bersifat pengaturan (regeling) maupun penetapan
(beschikking), pengkajian produk hukum serta pengundangaonya dan
mengevaluasi pelaksanaan produk hukum daerah provinsi dan
kabupatenfkota serta sosialisasi, publikasi dan dokumentasi
informasi hukum.

Pasal37
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36,
Bagian Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi :
a. pengkoordinasi.an penyusUl1an rencana program dan kegiatan

bagian peraturan perundang-undangan;
b. pelaksanaan penyusunan produk hukum provinsi yang bersifat

pengaturan (regeling);
c. pelaksanaan penyusunan produk hukum provinsi yang bersifat

penetapan(beschildking);
d. pelaksanaan pengumpulan bahan telaahan, pertimbangan dan

pengkajian produk hukum;



e. pelaksanaan penerbitan danl atau pengundangan produk hukum;
f. pelaksanakan koordinasi, penyusunan dan pengkajian produk

hukum daerah;
g. pelaksanaan koordinasi, mengolah dan mengkaji bahanl data

dalam rangka sosialisasi dan penyuluhan hukum,
pengembangan, pemantauan dan pelayanan sistem jaringan
dokumentasi dan informasi hukum;

h. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan produk
hukum daerah provinsi dan kabupaten/kota; dan

1. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal38
Untuk mendukung tugas Bagian Peraturan Perundang-undangan
maka dibentuk sub bagian dengan pengelompokan sebagai berikut :
a. Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan;
b. Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan dan

Pengkajian Produk Hukum; dan
c. Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum.

Pasal39
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37, Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
mempunyai rincian tugas :
a. merencanakan kegiatan sub bagian penyusunan produk hukum

pengaturan berdasarkan Rencana Operasional penyusunan
produk hukum Pengaturan dan ketentuan yang berlaku sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian penyusunan produk hukum pengaturan;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Sub
Bagian penyusunan produk hukum pengaturan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

d. memfasilitasi dan Menginventarisir usul nomenklatur rancangan
peraturan daerah yang diajukan atas inisatif pamerintah daerah
berdasarkan pengajuan perangkat daerah untuk mengetahui
jumlah rancangan peraturan daerah yang akan ditetapkan dalam
program pembetukan peraturan daerah;

e. menyiapkan bahan atas usulan rancangan peraturan daerah dan
Peraturan Gubernur yang disampaikan oleh perangkat daerah
pemrakarsa berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai dasar
pertimbangan pembahasan Rancangan peraturan daerah dan
Peraturan Gubernur;

f. melaksanakan pembahasan penyusunan rancangan peraturan
daerah dan Peraturan Gubernur berdasarkan usulan perangkat
daerah agar penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubernur sesuai ketentuan perundang-undangan;



g. menyiapkan draf final rancangan Peraturan Daerah berdasarkan
hasil rapat pembahasan agar dapat ditetapkan sesuai
mekanisme;

h. menyiapkan draf final rancangan Rancangan Peraturan Gubernur
berdasarkan hasil rapat pembahasan agar dapat ditetapkan
sesuai mekanisme;

1. me1aksanakan Fasilitasi/Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota;

J. memberikan nomor register atas draf final Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota;

k. memeriksa Laporan hasil kegiatan bawahan sesuai dengan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan dan pertimbangan pimpinan;

1. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian
penyusunan produk hukum pengaturan dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja dimasa mendatang;

m. melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian
penyusunan produk hukum Pengaturan sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan
Rencana yang akan datang; dan

n. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diperintahkan oleh
pimpinan baik tertulis maupun lisan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku agar kegiatan kedinasan dapat berjalan lancar.

Pasal40
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37, Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan dan
Pengkajian Produk Hukum mempunyai rincian tugas :
a. merencanakan kegiatan sub bagian penyusunan produk hukum

penetapan dan Pengkajlan Produk Hukum berdasarkan Rencana
Operasional penyusunan produk hukum penetapan dan
Pengkajian Produk Hukum dan ketentuan yang berlaku sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian penyusunan produk hukum penetapan dan
Pengkajian Produk Hukum;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Sub
Bagian penyusunan produk hukum penetapan dan Pengkajian
Produk Hukum setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. menyiapkan bahan atas usulan rancangan Keputusan Kepala
Daerah yang disampaikan oleh perangkat daerah pemrakarsa
berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai dasar pertimbangan
pembahasan Rancangan Keputusan kepala Daerah;



e. melaksanakan pembahasan penyusunan rancangan Keputusan
Kepala Daerah berdasarkan usulan Perangkat DaeFah agar
penetapan Keputusan Kepala Daerah seSUal ketentuan
perundang-undangan;

f. memberikan nomor register atas draf [mal penetapan Keputusan
kepala daerah berdasarkan hasil rapat pembahasan agar
Rancangan Keputusan dapat ditetapkan;

g. memeriksa Laporan hasil kegiatan bawahan sesuai dengan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan dan pertimbangan pimpinan;

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian
penyusunan produk hukum penetapan dan Pengkajian Produk
Hukum dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam
rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

i. melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian
penyusunan produk hukiun penetapan dan Pengkajian Produk
Hukum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang;dan

j. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diperintahkan oleh
pimpinan baik tertulis maupun lisan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku agar kegiatan kedinasan dapat berjalan lancar.

Pasal41
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37, Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum
mempunyai rincian tugas :
a. merencanakan kegiatan Sub. Bagian Dokumentasi dan

Penyuluhan Hukum berdasarkan Rencana Operasional Sub.
Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum dan ketentuan
yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub. Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Sub.
Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

d. melaksanakan sosialisasij penyuluhan hukum berdasarkan
aturan yang berlaku dalam rangka penyebarluasan informasi
hukum dan meningkatkan sadar hukum;

e. mempublikasikan produk yang- meliputi Perda, pergub,
keputusan gubernur, MoU, pks, Lakip, dan produk hukum
KabjKota berdasarkan produk hukum yang telah ditetapkan
dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada publik
dalam hal penerbitan produk hukum;

f. memeriksa Laporan hasil kegiatan bawahan sesuai dengan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan dan pertimbangan pimpinan;



g. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub. Bagian.
Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum dengan cara
mengidentifIkasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kineIja dimasa mendatang;

h. mdaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub. Bagian.
Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum sesuai denganprosedur
dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan
Rencana yang akan datang;dan

1. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diperintahkan oleh
. pimpinan baik tertulis maupun lisan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku agar kegiatan kedinasan dapat beIjalan lancar.

Paragraf2
Bagian Organisasi

Pasal42
Bagian Organisasi mempunyro tugas merencanakan,
mengoordinasikan dan mengevaluasi penataan organisasi,
penyusunan dan pengkajian analisis jabatan, pengembartgan dan
peningkatan akuntabilitas kineIja serta ketatalaksanaan.

Pasal43
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal42, Bagian Organisasi menye1enggarakanfungsi:
a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan bagian

organisasi;
b. pelaksanaan :malisis penataan dan pengembangan kapasitas

Organisasi Perangkat Daerah;
c. pe1aksanaan pembinaan, koordinasi, sosialisasi, monitoring,

evaluasi, pengendalian pelaksanaan kebijakan dan starldar yang
ditetapkan di bidang organisasi;

d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumberdaya
dibidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan,
pelayanan publik serta peningkatan kineIja organisasi;

e. pelaksanaan analisis dan evaluasi keta.talaksanaan perangkat
daerah sesuai ketentuan;

f. pengkoordinasian pengembangari dan peningkatan akuntabilitas
kineIja dan sistem akuntabilitas kineIja;

g. pengkajian, penyusunan dan evaluasi sistem, prosedur dan
penerapan standar pelayanan publik di lingkungan pemerintah
provinsi dan ka.bupatenfkota; dan

h. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal44
Untuk mendukung tugas Bagian Organisasi maka dibentuk sub
bagian dengan penge1ompokansebagai berikut :
a. Sub Bagian Kelembagaandan Analisis Jabatan;
b. Sub Bagian Akuntabilitas KineIja; dan
c. Sub Bagian Tata Laksana.



Pasal45
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43, Sub Bagian Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
mempunyai rincian tugas :
a. merencanakan kegiatan berdasarkan rencana kegiatan dan
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di
bidang kelembagaan dan analisis jabatan;

e. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program bidang
kelembagaan dan analisis jabatan;

f. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang
kelembagaan dan analisis jabatan;

g. melaksanakan penataan kelembagaan perangkat daerah;
h. melaksanakan fasilitasi pemben.tukan dan penyempurnaan
kelembagaan dan analisis jabatan;

i. menyusun petunjuk pembinaan, pengkajian, fasilitasi, analisis
dan evaluasi organisasi;

J. menyiapkan penyelenggaraan Rakor organisasi tingkat provinsi,
Kabupaten dan Kota;

k. menyelenggarakan pembinaan, pengkajian, dan fasilitasi analisis
jabatan, analisis beban kerja;

1. mengelola administrasi pelaksanaan reformasi biroktasi;
m. memfasilitasi pelaksanaan kesekretariatan forum sekretaris
daerah;

n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas;

o. menganalisis pelaporan kegiatan sesuai dengan peraturan yang
berlakuuntuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan
pertimbangan pimpinan;

p. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi
hambatall yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa
mendatang;

q. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dart rencana
yang akan datang; dan

r. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas berjalan dengan lancar.

Pasal46
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43, Sub Bagian Alruntabilitas Kinerjamempunyai rincian tugas:



a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Akuntabilitas KineIja
berdasarkan Rencana Operasional Sub Bagian Akuntabilitas
KineIja dan ketentuan yang berlaku;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk ke1ancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Akuntabilitas KineIja;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Sub
Bagian Akuntabilitas KineIja setiap saat sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekeIjaan beIjalan tertib dan
lancar;

d. mengolah data kineIja sesuai dengan yang dibutuhkan dalam
penyusunan laporan kineIja agar diperoleh data kineIja yang
akurat dan akuntabe1 (dapat dipertanggungjawabkan);

e. menyusun laporan kineIja instansi pemerintah sesuai peraturan
dan petunjuk teknis yang berlaku agar laporan kinerja instansi
pemerintah dapat disusun tepat waktu, tepat format dan tepat
manfaat/ peruntukan;

f. menyusun Dokumen PeIjanjian KineIja Gubemur berdasarkan
peraturan dan petunjuk teknis penyusunan yang berlaku sebagai
dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi/pemerintah daerah dan sebagai dasar
pemberian penghargaan dan sanksi;

g. menyampaikan Laporan KineIja Instansi Pemerintah Daerah
Provinsi dan Perjanjian KineIja Gubemur sesuai ketentuan yang
berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban kineIja Peinerintah
Daerah Provinsi;

h. memfasilitasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas KineIja Instansi
Pemerintah berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk
percepatan implementasi Sistem Akuntabilitas KineIja Instansi
Pemerintah pada seluruh perangkat daerah;

i. melaksanakan kegiatan. pengembangan sumber daya manusia
dibidang akuntabilitas dan manajemen kineIja sesuai dengan
program/kegiatan yang telah ditetapkan untuk pen:ingkatan
kapasitas sumber daya manusia dibidang akuntabilitas dan
manajemen kineIja;

J. menyiapkan dokumen kincIja sebagian bahan evaluasi
akuntabilitas kineIja instansi pemerintah agar pemberian akses
data dan informasi akuntabilitas kineIja beIjalan lancer;

k. melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan Sistem
Akuntabilitas KineIja Instansi Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota sesuai ketentl.lan yang berlal..'Uuntuk menjaga
sinergitas dalam pelaksanaan SAKIPKabupaten/Kota dan untuk
meningkatkan implementasi SAKIPperangkatdaerah Provinsi;

1. melaksanakan pemantauan kegiatan Sub Bagian Akuntabilitas
KineIja secara priodik sesuai jadwal yang telah ditetapkan
sebagai bahan evaluasi tugas pimpinan;



m. mengevaluasi kegiatan Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja dengan
cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah
dilaksanakan untuk pelaporan pelaksanaan kegiatan;

n. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian
Akuntabilitas Kinerja dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

o. melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian
Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan
datang;dan

p. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertuiis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas berjalan dengan lancar.

Pasal47
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalarn
Pasal 43, Sub BagianTata Laksana mempunyai rindan tugas :
a. merencanakan kegiatan pada Sub Bagian Tata Laksana
berdasarkan Rencana operasional kegiatan dan ketentuan yang
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub BagianTata Laksana;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Bagian Tata
Laksana setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) agar
dapat diketahui efektifitas dan kualitas SOP sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. menyampaikan surat pemberitahuan kepada perangkat daerah
tentang inovasi pelayanan publik berdasarkan Peratulian yang
berlaku agar terdatanya inovasi pelayanan publik untuk
diikutsertakan pada kompetisi inovasi pelayanan publik;

f. mengumpulkan dan menyiapkan serta mengolah penilaian
penerapan standar pelayanan, penerapan standar operasional
prosedur berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku
guna perbaikan kinerja pelayanan;

g. menyusun laporan standar pelayanan minimal provinsi
berdasarkan petunjuk teknis SPM sebagai bahan evaluasi agar
terselenggaranya standar pelayanan minimal yang efektif dan
efisien sesuai standar pelayanan yang diberlakukan;

h. memeriksa bahan penyusunan Rencana kegiatan sub bagian Tata
Laksana berdasarkan ketentuan yang berlaku .dan arahan
pimpinan agar pimpinan dapat lllenyusun rencana kegiatan Sub
BagianTata Laksana;

i. melaksanakan pemantauan dibidang pelayanan publik pada
kegiatan sub bagian tata laksana secara priodik sesuai jadwal
yang telah ditetapkan sebagai bahan evaluasi tugas pimpinan;



j. rnengevaluasi kegiatan Sub Bagian Tata Laksana dengan cara
membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah
dilaksanakan untuk pelaporan pelaksanaan kegiatan;

k. menganalisis dokumen Standar Operasional Prosedur kegiatan
Sub Bagian Tata Laksana sesuai dengan peraturan yang,berlaku
untuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegia~ dan
pertimbangan pimpinan;

1. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Tata Laksana
dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka
perbaikan kineIja dimasa mendatang;

m. melaporkan pelaksanaan tugas pada sub Bagian Tata Laksana
sesuai dengan prosedur danperaturan yang berlaku untuk
pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang;dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 3
Bagian Bantuan Hukum

Pasal48
Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas menyiapkan koordinasi
pembinaan dan petunjuk pelaksanaan dibidang penyelesaian
sengketa hukum, pemberian bantuan dan perlindungan hukum pada
semua unsur dilingkungan Pemerintah Provinsi, perumusan
peIjanjian keIjasama, pemajuan hak asasi manusia dan pembinaan
penyidik pegawai negeri sipil serta melaksanakan tata usaha biro.

Pasal49
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48,
Bagian Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan bagian

bantuan hukum dan administrasi;
b. pelaksanaan evaluasi sengketa hukum sebagai akibat

pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-
undangan:

c. pelaksanaan pemberian bantuan dan perlindungan hukum
kepada semua unsur dilingkungan Pemerintah Provinsi dalam.
hubungan kedinasan;

d. pelaksanaan konsultasi dengan semua instansi dalam rangka
pemberian pertimbangan dan bantuan hukum;

e. pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian perumusan
peIjanjian keIja sama antara pemerintah daerah dan pih~ lain;

f. pelaksanaan perumusan kebijakan dibidang pemajuan hak asasi
manusia;

g. pelaksanaan pembinaan bagi aparatur penyidik pegawai negen
sipil;

h. pelaksanaan tugas tata usaha Biro; dan
1. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.



hukum dan
dilin.gkungan

Pasal50
Untuk mendukung tugas Bagian Bantuan Hukum maka dibentuk
sub bagian dengan pengelompokan sebagai berikut:
a. Sub Bagian Litigasidan NonLitigasi;
b. Sub Bagian Pemajuan Hak Asasi Manusia dan Pembinaan

PenyidikPegawaiNegeriSipil;dan
c. Sub Bagian Kerja Sama dan Tata Usaha Biro.

Pasal51
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49, Sub Bagian Litigasi dan Non Litigasi mempunyai rincian
tugas:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
. dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

d. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian Litigasi dan
NonLitigasi;

e. menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dengan instansi
pemerintah dan pihak lain untuk membuat telaahan sengketa
hukum dan pertimbangan hukum;

f. menyiapkan bahan penyelesaian sengketa hukum baik di dalam
maupun di luar pengadilan;

g. melakukan inventarisasi dan evaluasi data perkembangan
penanganan sengketa hukum;

h. me1akukan koordinasi dan monitoring tindaklanjut penyelesaian
masalah sengketa hukum;

i. menyiapkan bahan penye1esaian bantuan
perlindungan hukum kepada semua unsur
Pemerintah Provinsi dalam hubungan kedinasan;

j. menyiapkan dan melaksanakan proses rriediasi antar lembaga
penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa;

k. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa
mendatang;

1. melaporkan . pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

m. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas berjalan dengan lancar.



Pasal52
Dalam rnenyelenggarakan fungsi sebagaimana. dimaksud dalam
Pasal 49, Sub Bagian Pernajuan Hak Asasi Manusia dan Pernbinaan
PPNSrnernpunyai rindan tugas :
a. rnerencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan

ketentuan yang berlaku sebagai pedornan pelaksanaan tugas;
b. rnernbagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab rnasing-rnasing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. rnernbirnbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekeIjaan
beIjalan tertib dan lancar;

d. rnenyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dengan instansi
pernerintah dan pihak lain untuk rnernbuat telaahan dalam
rangka pernajuan hak asasi rnanusia;

e. rnenyiapkan bahan perumusan program dibidangpernajuan hak
asasi rnanusia;

f. inengumpulkan bahan dan data untuk penyusunan program
pernajuan hak asasi rnanusia dan pernbinaan PPNS dalam
penegakan peraturan perundangan;

g. rnenyiapkan bahan pernantauan, evaluasi dan pelaporan program
pelaksanaan pernajuan hak asasi rnanusia dan pernbinaan PPNS
dalam penegakan peraturan perundangan;

h. rnenyiapkan bahan penyusunan program dan koordinasi dengan
instansi terkait dalam proses pernajuan hak asasi rnanusia dan
pernbinaan PPNSdalam penegakan peraturan perundangan;

i. rnenyiapkan bahan perurnusan kebijakan daerah dalam
pernajuan hak asasi rnanusia dan Pernbinaan PPNS dalam
penegakan peraturan perundangan;

j. rnenerima laporan atau pengaduan rnengenai adanya kejahatan
dan pelanggaran peraturan perundangan;

k. rnenyiapkan bahan pernbuatan Berita Acara Perneriksaan (BAP)
setiap tindakan pelanggaran dari aparat Pernerintah; .

1. rnenyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pernerintah Provinsi dan
KabupatenjKota;

rn. rnenyiapkan bahan koordinasi peningkatan kapasitas Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan PernerintahProvinsi dan
KabupatenjKota;

n. rnengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara rnengidentiflkasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kineIja dirnasa
rnendatang;

o. rnelaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

p. rnelaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pirnpinan baik lisan rnaupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanaan tugas beIjalan dengan lancar.



Pasal53
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal49, Sub Bagian KeIjasama Tata Usaha Biromempunyai rindan
tugas:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tligas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekeIjaan
beIjalan tertib dan lancar;

d. menyusun dan merumuskan panduan keIjasama antar
pemerintah daerah dengan pihak ketiga;

e. menyusun dan mengkaji rumusan peIjanjian keIja sama;
f. mengolah, meneliti dan mengkaji bahan perumusan peIjanjian

keIjasama yang disampaikan Perangkat Daerah dan atau pihak
ketiga;

g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
peIjanjian keIja sama;

h. mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan
Rencana Strategi (Renstra), Rencana KeIja (Renja) dan Rencana
KeIjadan Anggaran (RKA)setiap Bagian pada Biro;

i. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pada
masing-masing bagian dan sub bagian dilingkungan biro;

j. mengkoordinasikan penge10laanurusan rumah tangga biro, surat
menyurat dan kearsipan;

k. mengelola administrasi kepegawaian dan kesejahteraan
pegaw81;

1. mengelola administrasi umum dan perlengkapan dan
mengkoordinir pengelolaan keuangan dan aset;

m. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kineIja dimasa
mendatang;

n. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dart
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

o. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas beIjalan dengan lancar.

Bagian Kelima
Asisten Pembangunan

Pasal54
Asisten Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretarls
Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan
program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait
dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang,
perekonomian, infrastruktur dan sumper daya serta pembiaaan dan
pengendalian administrasi pembangunan dan layanan pengadaan
barang/jasa pemerintah daerah.



dan program
tugas Asisten

petunjuk teknis
pembantuan dan

Pasal55
Dalain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54,
Asisten Pembangunan menye1enggarakanfungsi:
a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang

perekonomian, infra struktur dan sumber daya serta administrasi
pembangunan dan layanan pengadaan barang dan jasa
pemerintah daerah;

b. pe1aksanaan koordinasi penye1enggaraan tugas
Perangkat Daerah sesuai dengan pembidangan
Pembangunan;

c. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program perangkat
Daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Pembamgunan;

d. pe1aksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi
perekonomian, administrasi infrast:n.:Iktur,percepatan perwerapan
anggaran, dan sumber daya serta pengadaan barangfjasa
pemerintah daerah;

e. pengkoordinasikan perumusan kebijakan program perencanaan
dan pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan oleh dinas,
badan dan biro;

f. perumusan penyusunan program dan
penyelenggaraan desentralisasi, tugas
dekonsentrasi;

g. penyelenggaraan urusan di bidang perekonomian;
h. penyelenggaraan urusan di bidang pembangunan;
1. penyelenggaraan urusan di bidang pengadaan barang/ jasa

pemerintah daerah;
j. penyelenggaraan urusan di bidang sumber daya; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pirrtpinan

sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Biro Pengendalian

Pembangunan dan Ekonomi

Pasal56
Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi mempunyai tugas
melaksanakan urusan Sekretariat Daerah di bidang pengendalian
pembangunan dan ekonomi meliputi pengendalian pembangunan
dan pengendalian ekonomi daerah.

Pasal57
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56,
Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi menyelenggarakan
fungsi:
a. pengkoordinasian kebijakan, pedoman, petunjuk teknis,

perundang-undangan, dan informasi hasil pelaksanaan program
pembangunan dan perekonomian daerah;

b. pengkoordinasian pe1aksanaan pengadaan barang/jasa berbasis
elektronik;
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c. pengkoordinasian penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan
pelaporan hasil pelaksanaan program/kegiatan pembangunan
yang didanai oleh APBD/APBN baik provinsi maupun
kabupaten/kota;

d. pembuatan analisis hasil evaluasi dan memberikan rekomendasi
untuk perencanaan pembangunan dan percepatan serapan
anggaran tingkat provinsi maupun kabupaten/kota;

e. pengkoordinasian kebijakan, pengendalian dan pemantauan
kegiatan ekonomi daerah meliputi pengembangan sarana
ekonomi, produksi daerah dan sumber daya alam serta industri,
perdagangan dan jasa; dan

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal58
Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi terdiri dari:
a. Bagian Pengendalian Pembangunan;
b. Bagian Pengendalian Ekonomi; dan
c. Bagian Administrasi Biro.

Paragraf 1
Bagian Pengendalian Pembangunan

Pasal59
Bagian Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas membantu
Kepala Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi dalam
melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi terhadap
program/kegiatan pembangunan yang didanai oleh APBD/ APBN
baik provinsi maupun kabupaten/ kota.

Pasal60
Dalam me1aksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59,
Bagian PengendaJian Peinbangunan menyelenggarakan fungsi:
a. pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan

bagian pengendalian pembangunan;
b. pelaksanaan pemantauan kegiatan pembangunan tahun beIjalan,

baik yang didanai oleh APBD, APBN dan dana lainnya baik
ptovinsi tnaupun kabupaten/kota;

c. pelaksanaan evaluasi kegiatan pembangunanserta berkoordinasi
dengan instansi terkait baik provinsi maupun kabupatenl kota;

d. penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan kegiatan
pembangunan yang didanai oleh APBN,APBD, dan dana lainnya
baik provinsi maupun kabupaten/kota;

e. pembuatann analisis hasil evaluasi dan memberikan rekomendasi
untuk perencanaan pembangunan dan percepatan serapan
anggaran di tahun berikutnya; dan

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugas dan
fungsinya.



pembangunan serta
book provinsi maupun

Pasal61
Untuk mendukung tugas Bagian Pengendalian Pembangunan maka
dibentuk sub bagian dengan pengelompokan sebagOOberikut:
a. Sub Bagian Pengedalian Pembangunan Dana APBD;
b. Sub Bagian Pengedalian Pembangunan Dana Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan; dan
c. Sub Bagian Pengedalian Pembangunan Dana APBD dan Tugas

Pembantuan Lintas Kabupaten/Kota.

Pasal62
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 60, Sub Bagian Pengedalian Pembangunan Dana APBD
mempunyOOrincian tugas :
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan

ketentuan yang berlaku sebagOOpedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuOOdengan tugas dan

tafiggtlng jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekeIjaan
beIjalan tertib dan lancar;

d. mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan
bagian pengendalian pembangunan;

e. melaksanakan pemantauan kegiatan pembangunan tahun
beIjalan, baik yang didanOOoleh APBD,APBNdan dana lainnya
bookprovinsi maupun Kabupaten/Kota;

f. melaksanakan evaluasi kegiatan
berkoordinasi dengan instansi terkait
Kabupaten/ Kota;

g. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan kegiatan
pembangunan yang didanOOoleh APBN,APBD,dan dana lainnya
baik Provinsimaupun Kabupaten/Kota;

h. membuat analisis hasH evaluasi dan memberikan rekomendasi
untuk perencanaan pembangunan dan percepatan serapaIl
anggaran di tahun berikutnya;

1. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbOOkankineIja dimasa
mendatang;

j. melaporkan pelaksanaan tugas sesuOOdengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

k. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan book lisan maupun tertulis sesuOOdengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas beIjalan dengan lancar.

Pasal63
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagOOmana dimaksud dalam
Pasal 60, Sub Bagian Pengedalian Pembangunan Dana Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan mempunyai rincian tugas:



a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran. pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas -bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekeIjaan
beIjalan tertib dan lancar;

d. menyiapkan bahan koordinasi dan. evaluasi kegiatan
pembangunan yang dibiayai Dana APBN, Dekon, Tugas
Pembantuan dan sumber APBN lainnya setiap bulan dan
triwulan;

e. mengadakan monitoring pelaksanaan pembangunan yang
dibiayai Dana APBN, Dekon, Tugas Pembantuan dan sumber
APBNlainnya;

f. melaksanakan evaluasi kegiatan pembangunan terhadap manfaat
serta permasalahan sesuai rencana, kualitas dan dampak
pembangunan;

g. melaksanakan kegiatan edukasi dan pengendalian pembangunan
yang didanai Dana APBN,Dekon, Tugas Pembantuan dan suniber
APBNlainnya;

1. menyiapkan laporan hasH pelaksanaan kegiatan yang dibiayai
Dana APBN, Dekon, Tugas Pembantuan dan sumber APBN
lainnya;

m. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kineIja dimasa
mendatang;

n. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedut dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

h. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertu1is sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas beIjalan dengan lancar.

Pasal64
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 60, Sub Bagian Pengedalian Pembangunan Dana NPBDdan
Tugas Pembantuan Lintas Kabupate/Kota mempunyai rincian tugas:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekeIjaan
beIjalan tertib dan lancar;



pengendaliandan

bahan koordinasi dan evaluasi kegiatan
yang dibiayai Dana APBD setiap bulan dan

f.

d. menyiapkan
pembangunan
triwulan;

e. mengadakan monitoring pe1aksanaan pembangunan yang dibiayai
Dana APBD;
melaksanakan evaluasi kegiatan pembangunan terhadap manfaat
serta permasalahan sesuai rencana, kualitas dan dampak
pembangunan;.

g. melaksanakan kegiatan pembinaan
pembangunan yang dibiayai Dana APBD;

h. menyiapkan laporan hasil pe1aksanaan kegiatan yang dibiayai
DanaAPBD;
mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentiflkasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa
mendatang;
melaporkan pe1aksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

k. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengari perintah
tugas agar pelaksanan tugas beIjalan dengan lancar.

i.

j.

Paragraf2
Bagian Pengendalian Ekonomi

Pasal65
Bagian Pengendalian Ekonomi mempunyai tugas menyiapkan bahan
koordinasi dan pengendalian kegiatan ekonomi.

Pasal66
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 65, Bagian Pengendalian Ekonomimempunyai fungsi :
a. pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan

bagian pengendalian ekonomi;
b. penyusunan bahan koordinasi dan pengendalian pengembangan

sarana ekonomi, produksi daerah dan sumber daya alam, serta
irtdustri, perdagangan dan jasa;

c. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan kegiatan ekonomi
daerah;dan

d. pe1aksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Pasal67
Untuk mendukung tugas Bagian Bagian Pengendalian Ekonomi maka
dibentuk sub bagian dengan pengelompokan sebagai berikut:
a. Sub Bagian Sarana Ekonomi;
b. Sub Bagian Produksi Daerah dan Sumber DayaAlam;dan
c. Sub Bagian Industri, Perdagangan dan Jasa.



Pasal68
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 66, Sub Bagian Sarana Ekonomimempunyai rincian tugas:
a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Sarana Ekonomi
berdasarkan Rencana kegiatan dan ketentuan yang berlaku
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pe1aksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekeIjaan
beIjalan tertib dan lancar;

d. mengumpulkan bahan koordinasi, pengendalian, dan
pemantauan terhadap pengembangan usaha perkreditan dan
permodalan, perkoperasian serta pemberdayaan pengusaha kecil
dan menengah;

e. mengumpulkan dan menyiapkan bahan koordinasi, pengendalian,
dan pemantauan terhadap pengembangan usaha perhubungan,
telekomunikasi dan pariwisata;

f. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perekonomian dan
promosi daerah;

g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifIk:asi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kineIja dimasa
mendatang;

h. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

1. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertu1is sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas beIjalan dengan lancar.

Pasal69
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 66, Sub Bagian Produksi Daerah dan Sumber Daya Alarn
rincian tugas:
a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Produksi Daerah dan
Sumber DayaAlamberdasarkan Rencana kegiatan dan ketentuan
yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pe1aksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekeIjaan
beIjalan tertib dan lancar;

d. mengumpulkan dan menyiapkan bahan koordinasi, pengendalian,
dan pemantauan terhadap pengembangan usaha penanganan
dan peningkatan produksi pertanian, perikanan, peremakan,
perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi dan sumber
daya alam lainnya;



e. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan .cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kineIja dimasa
mendatang;

f. melaporkan pe1aksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

g. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pe1aksanan tugas beIjalan dengan lancar.

Pasal70
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 66, Sub Bagian Industri, Perdagangan dan Jasa mempunyai
rindan tugas:
a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Indusm, Perdagangan dan

Jasa berdasarkan Rencana kegiatan dan ketentuan yang berlaku
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas. dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekeIjaan
beIjalan tertib dan lancer menyusun program dan kegiatan sub
bagian sarana ekonomi;

d. mengumpulkan dan menyiapkan bahan koordinasi, pengendalian,
dan pemantauan perkembangan perusahaan/kemitra~"1, BUMD
dan BUMN;

e. menyiapkan bahan koordinasi, pengendalian, dan pemantauan
perkembangan lembaga perbankan dan lembaga keuang~J.
lainnya;

f. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan koordinasi,
pengendalian, dan pemantauan perkembangan pemasaran dan
logistikKabupaten/Kota;

g. mengevaluasi pe1aksanaan tugas dengan cara mengidentifJ.kasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kineIja dimasa
mendatang;

h. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

1. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupuntertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas beIjalan dengan lancar.

Paragraf 3
Bagian Administrasi Biro

Pasal 71
Bagian Administrasi Biro mempunyai tugas membantu Kepala Biro
Pengendalian Pembangunan Ekonomi dalam menjalankan tugas-
tugas administrasi biro.



jasa
dan

teknis
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keuangan
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Pasal72
Dalam menyelenggarakan. tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 71, Bagian Administrasi Biromenyelenggarakan fungsi :
a. pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan

bagian administrasi biro;
b. pengkoordinasian pelaksanaan pengadaan barangfjasa berbasis

elektronik dengan instansi terkait;
c. pengkoordinasian pelaksanaan_ ~osialisasi/bimbingan

peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait
administrasi pembangunan dan ekonomi;

d. pengkoordinasian pelaksanaan urusan
administrasi perkantoran, kepegawaian,
barang/ perlengkapan inventaris biro;

e. pengkoordinasian pelaksanaan perencanaan, monitoring,
evaluasi, dan pelaporan realisasi program dan kegiatan biro
berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang
pelaksanaan tugas dan fungsi biro; dan
pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Pasal73
Untuk mendukung tugas Bagian Administrasi Biro maka dibentuk
sub bagian dengan pengelompokan sebagai berikut:
a. Sub Bagian Program;
b. Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia; dan
c. Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 74
nalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 72, Sub Baglan Program mempunyai rincian tugas:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. rriembagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekeIjaan
beIjalan tertib dan lancar;

d. mengumpulkan dan mengolah data bahan penyusunan program
keija biro;

e. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) dan Rencana KeIja (Renja),Rencana KeIja dan Anggaran
(RKA)dan Rencana Operasional Kegiatan (ROK)biro;

f. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan dokumen
pelaporan berupa Laporan Akuntabilitas KineIja Instansi
Pemerintah (LAKIP),Laporan Tahunan, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD)biro;



. g. melaksanakan rapat evaluasi pe1aksanaan program dan kegiatan
biro;

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kineIja dimasa
mendatang;

1. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang bedaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

j. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan t>erintah
tugas agar pelaksanaan tugas beIjalan dengan lancar.

Pasal 75
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 72, Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia rincian tugas:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pe1aksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing-masing ul}tuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pe1aksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekeIjaan
beIjalan tertib dan lancar;

d. mengelolah administrasi kearsipan dibidang kepegawaian;
e. merencanakan dan kebutuhan SDM;
f. mengelolah data dan kebutuhan pengembangan SDM secara

berkala;
g. mengembangkan inovasi dan optimalisasi pengolahan data

kepegawaian;
h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengancara mengidentiflkasi

hambatan yang ada d.alam rangka perbaikan kineIja dimasa
mendatang;

i. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan ,

j. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas beIjalan dengan lancar.

Pasal 76
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 72, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;



c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat seSU81
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekeljaan
beljalan tertib dan lancar;

d. menyusun rencana program dan kegiatan Sub bagian tata usaha
biro;

e. melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat dan
kearsipan;

f. mengkoordinasikan pengelolaan keuangan biro;
g. melaksanakan pengelolaan barang inventaris biro;
h. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan

kesejahteraan pegawai;
i. mengelola admll1.istrasiumum dan perlengkapan lingkup biro;
J. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga biro, surat

menyurat dan kearsipan;
k. melaksanakan koordinasi, evaluasi dan monitoring pengelolaan

administrasi keuangan;
1. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
m. melaksanakan inventarisasi dan penyusunan rencana kebutuhan

sarana, prasarana dan asetj perlengkapan kantor biro;
k. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentiflkasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinelja dimasa
mendataJ.1.g;

1. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

n. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas betjalan dengan iancar.

Bagian Kenyuh
Biro Pengadaan ..

Pasal 77
Biro Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan urusan Sekretariat
Daerah yang meliputi perumusan, pembinaan, koordinasi dan
evaluasi di bidang pengadaan barang/jasa lingkup pemerintah
Provinsi Gorontalo.

Pasal 78
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77,
Biro Pengadaan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pelayanan

Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi;
b. perumusan kebijakan penyusunan pedoman pelaksanaan,

pelaporan dan analisis strategi penyelengaraan perencanaan
Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi;

c. perumusan kebijakan evaluasi dan pengendalian
penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa;

KARO
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d. pembinaan teknis dan administrasi pemerintahan,pembangunan
dan sumber daya aparatur lingkup Pengadaan Barang dan Jasa;

e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan keIjsama dengan Unit
Layanan Pengadaan (ULP)yang berada di Kabupaten/Kota;

f. pengawasan seluruh kegiatan pengadaan barangfjasa di Biro
Pengadaan dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan / atau
indikasi penyimpangan kepada Gubemur melalui Sekretaris
Daerah;

g. penyusunan dan Pelaporan perkembangan atas pelaksanaan
kegiatan pengadaan barang dan jasa serta laporan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan biro pengadan
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;

h. pelaksanaan pembinaan dan inovasi pengembangan SDM,
teknologi di bidang pengadaan barang dan jasa;

i. perencanaan kebutuhan, kapasitas SDM serta mengusulkan
pengangkatan dan pemberhentian anggota Pokja BP kepada
Gubemur melalui Sekretaris Daerah;

J. penugasan/Penempatan/Pemindahan anggota Pokja sesuai
denganbeban keIja masing-masing; dan

k. pengusulan Staf Pendukung BP sesuai kebutuhan.

Pasal 79
Biro Pengadaan terdiri dari:
a. Bagian Kebijakan Strategis dan Informasi
b. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
c. Bagian Administrasi dan Pengembangan SDM;

Paragraf 1
Bagian Kebijakan Strategis dan Informasi

PasalBO
Bagian Kebijakan Strategis dan Informasi mempunyai tugas
menyiapkan bahan pendampingan dalam penerapan regulasi,
perumusan strategi, kebijakan teknis serta melaksanakan
pengelolaan data dan penyebarluasan informasi pengadaan barang
dan jasa pezp.erintah

PasalBl
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal BO,
Bagian Kebijakan Strategis dan Informasi menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan perencanaan strategis dan

kebijakan teknis serta inovasi strategis dalam rangka optlmalisasi
pengembangan mekanisme pengadaan barang dan jasa;

b. penyiapan bahan pendampingan dan penerapan regulasi;
c. penyiapan bahan pengelolaan data dan penyebarluasan informasi

lingkup pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

d. koordinasi, integrasi, sinkronisasi--dan simpliflkasi pelaksanaan
strategi dan kebijakan teknis, pendampingan dan penerapan
regulasi serta pengelolaan data dan penyebarluasan informasi
lingkup pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.



Pasal82
Untuk mendukung tugas Bagian Kebijakan Strategis dan Informasi
maka dibentuk sub bagian dengan penge1ompokansebagai berikut :
a. Sub Bagian Pendampingan Dan Penerapan Regulasi;
b. Sub Bagian KebijakanTeknis dan Pengembangan;
c. Sub Bagian Sistem Pengadaan Secara Elektronik Dan
Penyebarluasan Informasi.

Pasal83
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 81, Sub Bagian Pendamp4Iga.n Dan Penerapan Regulasi
mempunyai rincian tugas:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

d. menyiapkan dan melaksanakan pendampingan dan penerapan
regulasi lingkup pengadaan barang dan. jasa berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. melaksanakan pendampingan dalam upaya pemecahan masalah
pengadaan barang dan jasa yang dihadapi SKPD/ Satker
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

f. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penerapan
regulasi ke pemerintah pusat;

g. melaksanakan dan mengikuti sosialisasi penerapan regulasi baik
di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat kabupatem/kota.

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentiftkasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa
mendatang;

1. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

j. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas berjalan dengan lancar.

Pasal84
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksu(ll dalam
Pasal 81, Sub Baglan Kebijakan Teknis dan Penge!I!D.bangan
mempunyai rincian tugas:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tuigas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;



c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar peketjaan
betjalan tertib dan lancar;

d. merumuskan rencana pelaksanaan serta evaluasi strategi dan
kebijakan teknis lingkup pengadaan barang dan jasa berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. melakukan pendalaman terkait pembaharuan kebijakan teknis
pBJ sebagai pembanding dan informasi regulasi terbaru bagi
Pokja dan pejabat pelaksana kegiatan;

f. merumuskan kiat dan strategi pengembangan untuk
mengoptimalkan mekanisme dan proses pengadaan bamng dan
jasa;

g. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka persiapan
penyusunan strategi dan kebijakan teknis ke pemerintah pusat
dan lintas lembaga di daerah;

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengideptifIkasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinetja dimasa
mendatang;

1. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Reneana
yang akan datang; dan

J. melaksanakan tugas penunjan~ l_ainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas betjalan dengan lancar ..

Pasal85
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 81, Sub Bagian Sistem Pengadaan Seeara Elektronik Dan
Penyebarluasan Informasi mempunyai nncian tugas:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Reneana kegiatan dan

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelanearan pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar peketjaan
betjalart tertib dan lanear;

d. melaksanakan kebijakan mutu layanan sekretarlat pengadaan
barang/ jasa seeara eIektronik;

e. meningkatkan fasilitas informasi software dan hardware sesuai
kebutuhan;

f. memantau/memonitor seluruh SKPDuntuk memastikan operasi
layanan pengadaan barang dan jasa seeara elektronik
dilaksanakan dengan efektifdan memenuhi persyaratan;

g. mengkoordinasikan seluruh SKPD persiapan lelang seeara on
line;

h. meIaksanakan sosialisasi peraturan dan perundang-undangan
tentang layanan pengadaan barang/ jasa elektronik;
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i. rnemfasilitasi dengan lembaga terkait bimbingan teknis peraturan
yang berlaku dan Ujian Sertiflkasi Keahlian Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

j. memberikan pelatihan/training kepada Pengguna Sistem
Pengadaan Barang/ Jasa secara Elektronik (PPK, Polqa ULP,
Pejabat Pengadaan dan penyedia barang/jasa);

k. melaksan8kan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga
Kebijakan Pengadaan barang/ Jasa Pemerintah;

1. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentiflkasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa
mendatang;

m. melaporkan pdaksanaan tugas sesuai dengan proseq1ur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

n. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas berjalan dengan lancar.

Paragraf2
Bagian Layanan Pengadaan Barang/ Jasa

Pasal86
Bagian Layanan Pengadaan Barang/ Jasa mempunyai tugas
menyiapkan prosedur, perangkat dan tahapan implementasi teknis
layanan pengadaan serta koordinasi teknis Pelaksanaan Pengadaan
barang/jasa.

Pasal87
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86
Bagian Layanan Pengadaan Barang/Ja.s8. menyelenggarakart:fUrtgsi:

a. perumusan tahapan perencanaan dan persiapan layanan
pengadaan barang/jasa berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. penyiapan SOP berdasarkan bahan pedoman atau petunjuk teknis
layanan pengadaan barang/jasa;

c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan lembaga dan OPD
terkait dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengadaan barang
danjasa;

d. fasilitasi, layanan konsultasi teknis PBJ, evaluasi dan
pengendalian terhadap Pokja pengadaan BJ dalam pelaksanaan
tugas dan fungsinya;

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal88
Untuk mendukung tugas Bagian Layanan Pengadaan Bar~g/Jasa
maka dibentuk sub bagian dengan pengelompokan sebagai berikut :

a. Sub Bagian Pengadaan Pekerjaan Konstruksi;
b. Sub Bagian Pengadaan Jasa Konsultansi;
c. Sub Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Lainnya



Pasal89
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 87, Sub Bagian Pengadaan PekeIj8.anKonstruksi mempunyai
rincian tugas:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas .kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masirig untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pe1aksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekeIjaan
beIjalan tertib dan lancar;

d. menyiapkan standar, pedoman atau petunjuk teknis layanan
pengadaan pekeIjaan konstruksi;

e. menyiapkan bahan perumusan perencanaan layanan pengadaan
pekeIjaan konstruksi berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

f. me1aksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan lembaga dan
OPD terkait dalam rangka optimalisasi pengadaan PekeIjaan
Konstruksi;

g. melakukan pengelolaan dan layanan konsultasi terhadap pengelola
kegiatan dari OPDterkait pengadaan pekeIjaan konstruksi;

h. menyiapkan laporan progres pe1aksanaan pengadaan pekeIjaan
konstruksi;

i. menyiapkan dan membuat laporan secara periodik mengenai
progres pengadaan pekeIjaan konstruksi

j. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikart ldnerja. diihasa
mendatang;

k. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

1. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintilh tugas
agar pelaksanan tugas beIjalan dengan lancar.

Pasal90
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 87, Sub Bagian Pengadaan Jasa Konsultansi mempunyai
rincian tugas:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pela!ksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekeIjaan
beIjalan tertib dan lancar;



koordinasi dan sinkronisasi dengan lembaga dan.
dalam rangka optimalisasi pengadaan jasa

d. menyiapkan standar, pedoman atau petunjuk teknis layanan
pengadaan jasa konsultansi;

e. menyiapkan bahan perumusan perencanaan layanan pengadaan
jasa konsultansi berdasarkan ketentuan peraturan pertun.dang-
undangan;

f. melaksanakan
OPD terkait
konsultansi;

g. melakukan pengelolaan dan layanan konsultasi terhadap pengelola
kegiatan dari OPDterkait pengadaan jasa konsultansi;.

h. menyiapkan laporan progres pelaksanaan pengadaan jasa
konsultansi;

1.. menyiapkan dan membuat. laporan secara periodik mengenai
progres pengadaan jasa konsultarlsi;-

j. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengid~ntifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kineIja dimasa
mendatang;

k. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

1. melaksanakan tugas penutijang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah tugas
agar pelaksanan tugas beIjalan dengan lancar.

Pasal91
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 87, Sub Bagian Pengadaan Barangf Jasa Lainnya mempunyai
rincian tugas:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ttligas dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pellilksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekeIjaan
beIjalan tertib dan lancar;

d. menyiapkan standar, pedoman atau petunjuk teknis layanan
pengadaan barangf jasa lainnya;

e. menyiapkan bahan perumusan perencanaan layanan pengadaan
barangf jasa lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

f. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan lembaga dan
OPD terkait dalam rangka optimalisasi pengadaan barangfjasa
lainnya;

g. melakukan pengeloiaan dan layanan konsultasi terhadappengelola
kegiatan dari OPDterkait pengadaan barangfjasa lainnya:

h. menyiapkan laporan progres pelaksanaan pengadaan barangf jasa
lainnya;



1. menyiapkan dan membuat laporan secara periodik mengenai
progres pengadaan barangjjasa lainnya;

j. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentif1kasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa
mendatang;

k. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

1. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah tugas
agar pelaksanan tugas berjalan dengan lancar.

Paragraf3
Bagian Administrasi Biro

Pasal92
Bagian Administrasi Biro mempunyai tugas menjabarkan lebih Ianjut
tugas Kepala Biro Pengadaan terkait dengan urusan tugas-tugas
administrasi dan kesekretariatan biro

Pasal93.
Dalam melaksanakan tugassebagaimana dimaksud dalam Pasal92,
Bagian Administrasi Biromenyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan sosialisasijbimbingan teknis peraturan perundang-
undangan yang berlaku terkait dengan administrasi pembangunan
dan ekonomi;

b. pelaksanaan urusan pelayanan jasa administrasi perkantoran,
kepegawaian, keuangan dan barang inventaris biro; dan

c. perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan realisasi
program dan kegiatan biro berdasarkan ketentuan yang berlaku
guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi biro.

Pasal94
Untuk mendukung tugas Bagian Administrasi Biro maka dibentuk
sub bagian dengan pengelompokan sebagai berikut :
a. Sub Bagian Program;
b. Sub Bagian Kepegawaian;
c. Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal95
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 93, Sub Bagian Program mempunyai rindan tugas:
a. merencariakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;



d. mengumpulkan dan mengolah data bahan penyusunan program
keIja biro;

e. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) dan Rencana KeIja (Renja),Rencana KeIja dan Anggaran
(RKA)dan Rencana Operasional Kegiatan (ROK)biro;

f. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan dolrumen
pelaporan berupa Laporan Alruntabilitas KineIja Instansi
Pemerintah (LAKIP),Laporan Tahunan, Laporan Ke~rangan
Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelerliggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD)biro;

g. melaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
biro;

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengid~ntiflkasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kineIja dimasa
mendatang;

1. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlalru untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

j. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas beIjalan dengan lancar.

Pasal96
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 93, Sub Bagian Kepegawaianm:empunyairincian tugas:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan

ketentuan yang berlalru sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaa.n
tugas;

c. membimbing pelaksanaantugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar p~keIjaan
beIjalan tertib dan lancar;

d. mengelolah administrasi kearsipan dibidang kepegawaian;
e. merencanakan kebutuhan SDM khususnya terkait pengadaan

barang dan jasa;
f. mengolalah data dan kebutuh~_pengembangan 8DM lingkup

Biro Pengadaan secara berkala;
g. melalrukan proses dan tahapan pembentukan POKJApengadaan

barang dan jasa;
h. mengembangkan inovasi dan optimalisasi pengolahan data

kepegawaian;
i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentiflkasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kineIja dimasa
mendatang;

j. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlalru untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan



k. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanaan tugas beIjalan dengan lancar.

Pasal97
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal93, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan

ketentuan yang berlaku sebagai pedomanpelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekeIjaan
beIjalan tertib dan lancar;

d. Mengeloal administrasi surat menyurat dan kearsipan secara
umum;

e. mengelolah dan Mengendalikan administrasi keuangan biro;
f. mengelolah barang inventaris biro;
g. menginventarisir dan membuat daftar perencanaan kebutuhan

biro;
h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kineIja dimasa
mendatang;

i. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

J. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas beIjalan dengan lancar.

Bagian Kedelapan
Asisten Administrasi Umum

Pasal98
Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris
Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan
program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait
dengan pembinaan kelembagaan perangkat daerah, keprotokolan,
keIjasama serta dukungan penyelenggaraan pemeritahan daerah oleh
sekretariat daerah.

Pasal99
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98,
Asisten Administrasi Umummenyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang

hubungan masyarakat, protokol, organisasi, kepegawaian,
keuangan dan bidang umum;



petunjuk teknis
pembantuan dan

f.

b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program
SKPD sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Administrasi
Umum;

c. pe1aksanaan evaluasi penye1enggaraan program SKPD sesuai
dengan pembidangan tugas Asisten Administrasi Umum;

d. pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang hubungan
masyarakat, protokol, organisasi, kepegawaian, keuangan; bidang
umum dan pengamanan;

e. pengkoordinasikan perumusan kebijakan program perencanaan
dan pelaksanaan kegiatan bidang administrasi oleh dinas, badan,
biro dan kantor;
perumusan penyusunan program dan
penyelenggaraan desentralisasi, tugas
dekonsentrasi;

.g. penyelenggaraan urusan di bidang administrasi kepegawaian;
h. penyelenggaraan urusan di bidan~ a.dministrasi aset;
i. penyelenggaraan urusan dibidang administrasi keuangan;
J. penyelenggaraan urusan dibidang administrasi kearsipanj
k. penyelenggaraan urusan dibidang umum;
1. pe1aksanaan .koordinasi pengendalian, monitoring, evaluasi dan

pengawasan atas pelaksanaan program dan kegiatan administrasi
umum baik internal dan eksternal; dan

m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesembilan
Biro Umum
Pasal 100

Biro Umum mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan
kebijakan dan koordinasi pengelolaan urusan Administrasi,
Keuan.gan,Pelayanan dan Perlengkapan Perangkat Daerah
Sekretariat Daerah ProvinsiGorontalo.

Pasal 101
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa1100,
Biro Umum menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian pengelolaan administrasi umum dan

penatausahaan barang;
b. pengoordinasian pengelolaan keuangan Perangkat Daerah n

hSekretariat Daerah Provinsi Gorontalo;
c. pengoordinasian penyusunan program kebutuhan sarana keIja

Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Gorontaloj
d. penyelenggaraan pelayanan rumah tangga Gubernut, Wakil

Gubernur, dan Sekretarls Daerah serta pe1ayanan sarana
perkantoranjperlengkapan keIja di lingkungan SKPDSekretariat
Daerah Provinsi Gorontalo; dan

e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.



Pasal102
Biro Umum terdiri dari :
a. Bagian Administrasi;
b. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah; dan
c. Bagian Pelayanan dan Perlengkapan.

Paragraf 1
Bagian Administrasi

Pasal103
Bagian Administrasi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan
administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah, ketatausahaan
Gubemur, Wakil Gubemur, Sekretaris Daerah dan Assisten serta
ketatausahaan Biro.

Pasal104
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal103,
Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana program dan kegiatan Bagian Administrasi;
b. pengelolaan administrasi kepegawaian SKPDSekretariat Daerah;
c. pengelolaan ketatausahaan Gubemur dan Wakil Gubernur,

Sekretaris Daerah dan Assisten;
d. pengelolaan ketatausahaan Biro;
e. Pengoordinasian tugas-tugas operasional Biro; dan
f. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal105
Untuk mendukung tugas Bagian Administrasi maka dibentuk sub
bagian dengan pengelompokan sebagai berikut :
a. Sub Bagian KepegawaianSekretariat Daerah;
b. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinari; dan
c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

Pasal106
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 104, Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah mempunyai
rincian tugas:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

d. menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian dan
menyiapkan bahan-bahan dan peraturan perundang-undangan di
bidang kepegawaian;

e. mengkoordinasikan, mengumpulkan data dan bahan penyusunan
administrasi kepegawaian dan pengarsipan dokumen pegawai
dilingkup Sekretariat Daerah dan Biro Umum;



f. menyiapkan dan .memfasilitasi program pembinaan dan
pengembangan karier kepegawaian SKPD Sekretariat Daerah dan
menge10laberkas usul pensiun;

g. menge10la usulan permintaan Kartu Kepegawaian (Karpeg),Kartu
Isteri (Karis), Kartu Suami (Karsu), Tabungan Asuransi Pegawai
Negeri (Taspen) Kartu Asuransi Kesehatan (Askes) dilingkungan
Sekretariat Daerah;

h. mengevaIuasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada daIam rangka perbaikan kinerja dimasa
mendatang;

i. melaporkan pe1aksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan ~encana
yang akan datang; dan

j. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas berjaIan dengan lancar.

PasaI 107
DaIam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud daIam
PasaI 104, Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai rindan
tugas:
a. menyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bagian Tata

Usaha Gubemur, Wakil Gubemur, Sekretaris Daerah dan
Asisten;

b. melaksanaan administrasi kegiatan ketatausahaan Gubemur,
Wakil Gubemur, Sekretaris Daerah dan Asisten;

c. mengoordinasikan administrasi sekretariat, Gubemur, Wakil
Gubemur, Sekretaris Daerah dan Asisten;

d. fasilitasi kerja Gubemur, Wakil Gubemur, Sekretaris Daerah dan
Asisten daIam pelaksanaan tugas didaerah maupun keluar
daerah/luar negeri;

e. evaIuasi pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian tata
usaha pimpinan; dan

f. me1aksanaan fungsi lainsesuai bidang tugasnya.

PasaI 108
DaIam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud daIam
PasaI 104, Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai rindan tugas:
a. Merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjaIan tertib dan lancar;

d. menyusun rencana program dan kegiatan pada Sub Bagian Tata
Usaha Biro;



e. mengkoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Biro, surat
menyurat dan kearsipan;

f. mengelola administrasi Kesejahteraan pegawai dilingkungan Biro;
g. mengelola administrasi umum;
h. melaksanakan pengelolaan barang inventaris biro;
i. mengelola administrasi umum dan perlengkapan lingkup biro;
j. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Biro;
k. mengevaluasi pclaksanaan tugas aengan cara mengiderttiflkasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kineIja dimasa
mendatang;

1. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

m. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas beIjalan dengan lancar.

Paragraf2
Bagian Keuangan Sekretariat Daerah

Pasal109
Bagian Keuangan Sekretariat Daerah mempunyai tugas
mengkoordinir penyusunan RENSTRA,RENJA, RKA, LAKIP,LPPD
dan menjalankan kebijakan pengelolaan keuangan berdasarkan
kebijakan Kepala Daerah selaku PPKD serta menyusun dan
menyampaikan laporan keuangan intern dan tahunan SKPDkepada
PPKD.

PasalllO
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal109,
Bagian Keuangan Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan anggaran keuangan tahunan berdasarkan rencana

keIja SKPD;
b. pengendalian pelaksanaan penerimaan PAD, penerimaan. pajak-

pajak negara, penerimaan pihak ketiga serta penyetoran ke Kas
Daerah, Kas Negara atau ke kas pihak ketiga;

c. pengendalian pelaksanaan pembayaran SKPD yang membebani
APBD;

d. pengendalian penatausahaan pelaksanaan Anggaran SKPD;
e. penyelenggaraan pengarsipan bukti-bukti keuangan;
f. penyusunan analisa kineIja keuangan SKPDberdasarkan prinsip-

prinsip kewirausahaan;
g. membantu BUD mengendalikan kekayaan daerah yang

dikuasakan kepada pengguna barang;
h. pembinaan pengelolaan keuangan dilingkungan SKPD

berdasarkan perundang-undangan;
i. pengumpulan indikator kineIja kegiatan dalam rencalila keIja

tahunan dan rencana strategis SKPD serta ketentuan tentang
standar pelayanan minimal; ,



j. pengolahan data RKA - SKPD berdasarkan indikator kygiatan,
pagu anggaran defmitif, analisa standar belanja dan satuan biaya;

k. penyusunan dan penerbitan draft DPA-SKPDsesuai peraturan
daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang
penjabaran APBDuntuk disahkan oleh PPKD;

1. persetujuan pengajuan usulan rencana penggeseran dan
perubahan anggaran dari kegiatan dala DPA-SKPDyang telah
disahkan PPKDuntuk mendapatkan persetujuan /penetapan oleh
PPKDdan atau Sekretaris Daerah dan atau DPRDmelalui PPKD;

m. persetujuan penetapan pajak daerah/retribusi daerah sebagai
penerimaan daerah sesuai pelimpahan kewenangan dari kepala
daerah selaku PKPKD;

n. persetujuan penyetoran. penerimaan daerah oleh Bendahara
Penerima ke rekening kas daerah milik BUD dengan batas waktu
sesuai ketentuan yang berlaku;

o. persetujuan penyetoran penerimaan pajak - pajak negara atau
penerimaan pihak ketiga oleh Bendaraha Penge1uatan ke
rekening kas milik BUN atau rekening pihak ketiga yang sesuai
dengan ketentuan peraturan perund?Jlgan yang berlaku;

p. penetapan rencana arus kas dari seluruh kegiatan dalam DPA-
SKPD berdasarkan rencana operasional kegiatan dari kuasa
pengguna anggaran;

q. penetapan dan penyampaian permintaan SPD bulanan ke BUD;
r. persetujuan permintaan uang persediaan dan tambahan uang

persediaan yang akan dikuasai oleh Bendahara Penge1uaran;
s. Persetujuan atau penolakan belanja yang membebani APBD

berdasarkan bukti - bukti dasar yang sah dari pihak ketige.sesuai
dengan surat permintaan pembayaran dari Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sesuai pelimpahan
kewenangan dari Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan;

t. penerbitan dan penandatanganan SPM sesuai kewenangan yang
dilimpahkati bleh PKPKD;

u. penyampaian SPM beserta lampiran yang dipersyaratkan oleh
peraturan perundangan kepada BUD;

v. pembinaan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluran
berdasarkan kebijakan BUD;

w. penyelenggaraan penatausahaan penerimaan uang dan
pengeluaran uang;

x. penyusunan dan penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan
pemerintah selaku entitas akuntansi;

y. penyelenggaraan arsip bukti - bukti pendukung keuangan yang
sah dan relevan;

z. penerbitan dan penyampaian laporan keuangan interim dan
laporan keuangan kepada PKPKD;

aa. penertiban dan rekonsiliasi laporan Realisasi Anggaran Bulanan
dengan Laporan Realisasi Anggaran PKPKD;



bb. penerbitan analisa kineIja keuangan SKPDberdasarkan The Best
Practise pengelolaan keuangan yang berwirausahaan;

ce. pelayanan Pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan
pelaksanaan APBD;

dd. rekonsiliasi kekayaan daerah antara catatan akuntansi kekayaan
daerah dalam laporan keuangan SKPDdengan penguasaan fisik,
k()ndisi fisik, dan bukti - bukti kepemilikan; dan

ee. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasellll
Untuk mendukung tugas Bagian Keuangan Sekretariat Daerah maka
dibentuk sub bagian dengan pengelompokan sebagai berikut :
Bagian Keuangan Sekretariat Daerah terdiri dari :
a. Sub Bagian Perencanaan;
b. Sub Bagian Verifikasi; dan
c. Sub Bagian Akuntansi.

Pasal 112
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 110, Sub Bagian Perencanaan mempunyai rincian tug~s:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan. tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pefuksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar
pekeIjaan beIjalan tertib dan lancar;

d. mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan
Rencana Strategi (RENSTRA),Rencana KeIja (RENJA),Rencana
KeIja dan Anggaran (RKA),LAKIPdan LPPD;

e. menyia.pkan kategori kegiatan sesuai dengan klasifikasi daftar
analisa standar biaya;

f. menghitung rancangan anggaran pendapatandari PAD dalam
RKA-SKPDberdasarkan potensi PADyang menjadi tugas pokok
dan fungsi SKPD serta menghitung rancangan anggaran
belanja dalam RKA-SKPDberdasarkan indikator kineIja dan
satuan biaya;

g. menyusunjmenginput data dan menerbitkan draft RKA-SKPD;
h. menganalisis dan memberikan saran masukan tentang

pengajUaii tisulan tertcana pergeseranjperttbahan anggaran
dari KPAjPPTK serta memperbaiki RKA-SKPD hasil
pembahasan dari TAPD dan DPRD dan atau persetujuan
pergeseranjperubahan anggaran dari PPKD atau Sekretaris
Daerah atau DPRD;

i. menyusunjmenginput data dan menerbitkan draft formulir
DPA-SKPDserta menyusunjmenginput data dan menerbitkan
draft formulir rencana arus kas berdasarkan reficaha
operasional kegiatan dari KPAjPPTK;
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j. menyusun dan menerbitkan draft surat permintaan SPD
bulanan berdasarkan permintaan KPAjPPTK;

k. menverifikasi kebutuhan uang persediaanjtambahan uang
persediaan dari SPP yang diajukan Bendahara Pen'geluaran
atau PPTK;

1. .menveriflkasi kelengkapan lampiran dokurnen dari SPP yang
diterima, memverifIkasi kebenaran perhiturrgan matematis dan
tata penulisan dari SPPyang diterima;

m. memverillkasi kebenaran hak tagih pihak ketiga dari SPP yang
diterima;

n. memveriflkasi rencana penetapan perhitungan pajak
daerahjretribusi daerah, pemungutanjpemotongan pajak-
pajak negara, dan pemungutan kewajiban kepada pihak ketiga
lainnya;

o. memverifikasi ketersediaan anggaran, nomenklatur kegiatan,
serta kesesuaian target kineIja dalam SPP dari KPAjPPTK;

p. memveriflkasi permintaan uang muka keIjajpanjar oleh
bendahara pengeluaran;

q. memverif1kasipertanggungjawaban uang muka keIjajpanjar;
r. memantau penerbitan SPD bulanan dan menyusunjmenginput

data SPD bulanan dalam kartu pertgawasan pet1gendalian
anggaran;

s. membuat dan menyelenggarakan kartu pengawasan
pengendalian anggaran kegiatan berdasarkan bukti setoran
yang sah dari Bendahara Penerimaan, komitmen yang telah
dibuat, SPD, SPP, SPMdan SP2D;

t. memantau pemberian uang muka keIjajpanjar oleh Bendahara
Pcngeluaran;

u. menyiapkan draft laporan realisasi pengawasan pengendalian
anggaran perkegiatan sesuai DPA-SKPD atau dokumen
perubahanjpergeseran lainnya berdasarkan kartu pengawasan
pengendalian anggaran;

v. menyelenggarakart arsip-arsip d6kUmet1 artggaran sestiai
ketentuan yang berlaku;

w. memberikan masukan the best practise penganggaran publik
dalam pengelolaan keuangan yang berwirausaha;

x. melakukan identif1kasi awal tentang belanja yang akan
dikapitalisasi menjadi aset sebagai bagian dari kekayaan
daerah;

y. penerbitan draft rencana RKA-SKPDdan perubahannya;
z. penerbitan draft DPA-SKPDdan perubahannya;
aa. pengumpulan atas rencana_ operasional kegiatan dari

KPAjPPTK dan Penerbitan draft rencana arus kas SKPD dan
perubahannya;

bb. penerbitan draft SPD bulanan SKPD dan perubahannya dan
pemantauan persetujuan SPD bulanan oleh BUD;
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cc. pemberian pertimbangan usulan rencana
pergeseran/ perubahan anggaran;

dd. persetujuan atau penolakan atas ketersediaan anggaran,
kebenaran nomenklatur kegiatan, dan kesesuaian. dengan. .
target dari indikator kinerja setiap SPP yang diaj~.
PA/KPA/PPTK dan atas pertanggungjawaban uang muka
kerja/ panjar;

ee. pemberian pertimbangan atas permintaan uang muka
kerja/panjar kepada pejabat tertentu/PPTKatau pihak
pelaksanaan lainnya yang. ~ dibayar oleh B<:ndahara
Pengeluaran;

ff. persetujuan atas perhitungan pemungutan/pemotongan pajak-
pajak negara atau hak-hak pihak ketiga lainnya d~am $pp
atau dalam rencana pembayaran uang muka kerja/ patlijar;

. 'gg. pengendalian pengelolaan uang muka kerja/panjar yang
dibayar Bendahara Pengeluaran;

hh. pemantauan surat setoran yang sah dari penerimaan PAD,
pajak negara, PNBP,penerimaan hak pihak ketiga ke rekening
kas daerah/ negara/ pihak ketiga;

ii. penerbitan draft Laporan Realisasi Pengawasan dan
PefigendalianAnggaran Bulanan per Kegiatan;

JJ. penyelenggaraan arsip bukti-bukti pendukung anggaran;
kk. pemberian kajian tentang the best practise penganggaran dalam

pengelolaan keuangan yang berwirausaha;
n. pengusulan belanja yang akan dikapitalisasi menjadi aset;
rom. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerj~ dimasa
mefidatarig;

nn. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan pros~dur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawahan dan
Rencana yang akan datang; dan

00. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan: perintah
tugas agar pelaksanan tugas berjalan dengan lancar.

Pasal 113
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 110, Sub Bagian Veriflkasimempunyai rincian tugas:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana ke~tan dan

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaaJ1ltugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan t4gas dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pe~aksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang dibenJ<an agar
pekerjaan berjalan tertibdan lancar;

d. menyiapkan draft usulart KPA;



e. membantu membina PPTK/Bendahara Penerimaan/Bendahara
Pengeluaran;

f. menyusun kelengkapan persyaratan SPP dan ketetapan
pajak/ retribusi;

g. menerima DPA-SKPD yang .telah disahkan oleh PPKD,
membuat salinan, dan mendistribusikan salinan kepa4a pihak-
pihak tertentu;

h. memveriflkasi kebutuhan dari uang persediaan/~bahan
uang persediaan dari SPP yang diajukan B~ndahara
Pengeluaran atau PPfK;

1. memveriflkasi kelengkapan lampiran dokumen dari $PP yang
diterima, memveriflkasi kebenaran perhitungan mate~atis dan
tata penulisan dari SPP yang diterima serta memveriflkasi
kebenaran hak tagih pihak ketiga dari SPPyang dite~a;

J. memveriflkasi rencana . penetapan perhitungan pajak
daerah/retribusi daerah, pemungutan/pemotongan pajak-
pajak negara dan pemungutan kewajiban kepada pihbk ketiga
lainnya;

k. memveriflkasi ketersediaan anggaran, nomenklatur kegiatan,
serta kesesuaian target kinelja dalam SPP dari KPA/FWrKst;:rta
fiiefilveriflkasi permirttaan uang muka kelja/ paFiiar ()leh
Bendahara Pengeluaran;

1. memveriflkasi pertanggungjawab uang muka kelja/ p$l1jar dan
persetujuan atas perhitungan pemungutan/pemotonglID pajak-
pajak negara atau hak-hak pihak ketiga lainnya dalam SPP
atau dalam rencana pembayaran uang muka kelja /p~jar;

m. pengendalian pengelolaan uang muka kelja/ panjar yang
dibayar bendahara pengeluaran dan pemantauan sutat setofan
yang sah dari penerimaan PAD, pajak negara, PNBP,
penerimaan hak pihak ketiga ke rekenihg kas
daerah/negara/pihak ketiga;

n. memberikan saran persetujuan atau penolakan SPPyang tidak
memenuhi seluruh hasH verifikasi serta menerbitkan draft
surat pengesahan pertanggungjawaban (SPfa) uang
muka/ panjar atau saran penolakan SPfB yang qdak
memenuhi seluruh hasHverifikasi;

o. menerbitkan daftar penguji dan kelengkapan do~en dari
SPM serta menerbitkan draft SPM atas SPP yang telah
memenuhi syarat sesuai hasH veriflkasi atau telah disahkan
SPfB-nya;

p. memantau penandatanganan SPMdan menyerahkan SPMyang
telah ditandatangani oleh Kepala Bagian Keuang$ bel'!erta
dokumen lain yang disyaratkan kepada ~endahara
Pengeluaran serta menerima SP2D yang telah dita.r¥iatangani
oleh BUD, membuat Salinan, dan mendistribusik$ salinan
kepada pihak-pihak tertentu;



q. menyelenggatakan register SPP yang diterima, draft SPM, SPM
yang disahkan oleh Kepala Bagian Keuangan, dan SP2D yang
te1ahditandatangani oleh BUD;

r. me1akukan pemeriksaan kas uang persediaan/tambahan uang
persediaan, penerimaan PAD, penerimaan pajak neg~a, dan
penerimaan pihak ketiga secara berkala yang dikuasai oleh
Sendahara Penge1uaran atau Sendahara Penerimaan serta
mengendalikan penyetoran saldo uang persediaan oieh
Bendahara Pengeluaran pada akhir tahun anggaran;

s. mengembangkan sistem dan prosedur penatausahaan
berdasarkar. sistem pengendalian internal serta membuat
salinan dokumen perbendaharaan dan menyelenggarakan
arsip-arsip dokumen perbendaharaan sesuai ketenruan yang
berlaku;

t. meneruskan copy asli SP2D asH dan lampiran aslinya ke sub
bagian akuntansi serta menerbitkan draft usulan KPA;

u. pembinaan pengelolaan keuangan dalam hal tata cara
penerimaan dan pembayaran serta penatausahaannya di
lingkungan SKPD;

v. perserujuan dan penolakan atas kelengkapan Jampiran
dokumen, kebenaran perhirungan matematis ~an tata
penulisan, kebenaran hak tagih pihak ketiga dari s~tiap SPP
yang diajukan KPA/PPTK;

w. penerbitan draft SPTBdan penerbitan draft SPM;
x. pembinaan pengelolaan saldo uang persediaan/tambahan uang

persediaan, serta uang-uang yang dikuasai ~ndahara
Pengeluaran dan Bendahara Penerbitan dan pemberian
pertimbangan atas permintaan uang persediaan/ l1affibahan
uang persediaan yang akan dikuasai oleh &ndahara
Pengeiuaran;

y. penerbitan daftar penguji dan ke1engkapanlain dari SPM;
z. pemberian kajian tentang the best practise perbendaharaan

dalam penge10laankeuangan .yang berwirausaha;
pp. penyelenggaraan arsip salinan bukti-bukti pendukung

perbendaharaan;
qq. mengevaluasi pelaksanaan rugas dengan cara mengidentifikasi

hambatan yang. ada dalam rangka perbaikan kineIja dimasa
mendatang; .

IT. me1aporkan pelaksanaan rugas sesuai dengan prosedur dan
peraruran yang berlaku unruk pertanggungjawaJban dan
Rencana yang akan datang; dan

5S. melaksanakan rugas penunjang lainnya yang dibetikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
rugas agar pelaksanan tugas beIjalan dengan lancar.



Pasa1 114
Dalam menyelenggarakan fungsi -sebagaimana dimaksud dalam
Pasa1 110, Sub Bagian Akuntansi mempunyai rindan tugas:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

d. mencatat dan memasukkan saldo awal neraca ke dalam buku
besar dan buku besar pembantu SKPD sesuai dengan. Lapotan
Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun sebelunimya dan
mencatat aproriasi dan memasukkan pagu anggaran pendapatan
belanja dan pembiayaan ke dalam buku realisasi anggaJl1l11sesuai
DPA-SKPDtahun berjalan yang telah disahkan oleh PPKP;

e. memperbaiki saldo awal neraca di buku besar berdasarkan
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo serta mencatat
aproriasi dan memasukkan pagu anggaran pendapatan, belanja,
dan pembiayaan ke dalam buku realisasi anggaran sesuai
perubahan dan pergeseran anggaran DPA-SKPDtahun berjalan
yang telah disahkan oleh PPKDdan atau disetujui DPRD;

f. menerima dan meneliti surat pertanggungjawaban penerimaan
PAD dari Bendahara Penerimaan beserta lampirannya dan
mempostifig penerimaan PAD berdasarkan bukti penerimaan
yang sah;

g. memposting penyetoran PADberdasarkan bukti penyetoran yang
sah serta menerima dan meneliti surat pertan~awaban
penerimaan PAD dari Bendahara Penerimaan beserta
lampirannya;

h. menerima dan meneliti SP2D dan SPM serta dokumen.,dokumen
lain yang melampirkan khu~>usuang persediaan dan tanibahan
uang persediaan dari Bendahara Pengeluaran;

i. memposting bukti penerimaan kas berdasarkan S:P2D uang
persediaan dan tambahan uang persediaan serta menerima dan
meneliti SP2D, SPM, SPTB serta dokumen-dokumen iLainyang
melampirinya;

j. memposting bukti belanja berdasarkan SP2D;
k. melakukan rekonsiliasi antara buku bank dan rekening koran
bulanan dan melakukan rekonsiliasi antara buku kas dan buku
penerimaan kas Bendahara Pengeluaran;

1. menerbitkan buku besar, buku pembantu, dan realisasi, anggaran
sesuai standar akuntansi pemerintah secarabul~an dan
memposting jurnal kololari dari_ belanja menjadi as~et setiap
semester;



m. menerbitkan draft Laporan Keuangan Interim dan Laporan
Keuangan Tahunan;

n. menyelenggarakan arsip yang berhubungan' dengan akuntansi
dan mengembangkan sistem dan prosedur alruntansi
berdasarkan sist.empengendalian internal;

o. mencatat buku besar dan buku pembantu setiap jenis
pendapatan dan belanja;

p. mencatata buku realisasi anggaran per SKPD, per kegiapm, dan
per rincian objek belanja, dan per rincian objek pembiay$n;

q. menjurnalkan kololari dan penerbitan draft Laporan Keuangan
Interim dan Tahunan;

r. memberikan kajian tentang the best practise akuntanlili seIct:or
pemerintahan dalam pengelolaa.I1ke..uanganyang berwira.ililsaha;

s. menyelenggarakan arsip bukti-bukti pendukung akuntafi~i;
t. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengid~ntif1kasi
hambatan yang ada. dalam rangka perbaikan kinerja dima.sa
mendatang;

u. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

v. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan dleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan •perintah
tugas agar pelaksanan tugas berjalan dengan lancar.

Paragraf 3
Bagian Pelayanan dan Perlengkapan

Pasall15
Bagian Pelayanan dan Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan
kebutuhan sarana rumah tangga dan kendaraan dinas C)ubernur,
Wakil Gubernur, Sekretarls Daerah dan OPD Sekretarlat Daerah,
serta penatausabaan barang miiik daerah Iingkup SKPDSekretariat
Daerah ProvinsiGorontalo.

Pasall16
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal lIS, Bagian Pelayanan dan Perlengkapan menyele~ggarakan
fungsi:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegi~tan dan
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan mgas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ti¥-gas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pell:tksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agarpekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

d. menyusun rencanan program dan kegiatan Bagian Pelayanan dan
Perlengkapan;



e. me1akukan pelayanan kebutuhan dan perawatan Kantor
Sekretariat Daerah, rumah jabatan Gubemur dan Wakil
Gubemur, serta Rumah Dinas Sekretaris Daerah.

f. melakukan pelayanan pemakaian kendaraan dinas GuJ:>emur,
Wakil Gubemur, Sekretaris Daerah serta tamu Gubemut, Wakil
Gubemur dan Sekretaris Daerah.

g. melakukan pelayanan pemakaian kendaraan dinas untlik para
Asisten dan para Kepa1aBiro di lingkungan Sekretariat :Daerah
Provinsi Gorontalo.

h. mengkoordinir penyiapan bahan petunjuk teknis Penyusunan
Kebutuhan Barang Daerah, Pengadaan Barang Daerah,
Penyimpanan dan Distribusi, Pemeliharaan, Inventarisasi, Barang
di lingkungan SKPDSekretariat Daerah;

i. membuat usulan penghapusan/pemindahtanganan baratp.gmilik
daerah pada SKPDSekretariat Daerah, Rumah Jabatan Gi;tbemur
dan Wakil Gubemur serta Rumah Dinas Sekretaris :Daerah
Provinsi Gorontalo;

J. melaksanakan inventarisasi aset di lingkungan SKPDSelp'etariat
.Daerah, Rumah Jabatan Gubemur dan Wakil Gubemur dan
Rumah Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;

K. melaksanakan tertib administrasi pengelolaan Barang milik
daerah di lingkungan SKPDSekretariat Daerah;

w. mengeva1uasi dan menyusun laporan pe1aksanaan Program
Bagian Pelayanan dan Perlengkapan; mengeva1uasi pela:lcsanaan
tugas dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada da1am
rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

x. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rericana
yang akan datang; dan

y. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas berja1andengan lancar.

Pasa1117
Untuk mendukung tugas Bagian Pelayanan dan Perlengkapan maka
dibentuk sub bagian dengan pengelompokan sebagai berikut :
a. Sub Bagian Rumah Tangga;
b. Sub Bagian Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah; dan
c. Sub Bagian Penge101aandan Penatausahaan Barang.

Pasa1118
Da1am menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud da1am
Pasa1 116, Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai rincian tugas:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan ~as;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pel~sanaan
tugas;



C. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar peketjaan
betjalan tertib dan lancar;

d. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan
Sub bagian Rumah Tangga;

e. menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga
Gubemur, WakilGubemur dan Sekretari:sDaerah;

f. melakukan pengawasan terhadap pemeliharaan, penggunaan
perlengkapan dan gedung Rumah Tangga Gubemur, Wakil
Gubemur dan Sekretaris Daerah;.

g. menyiapkan tempat dan fasilitas untuk pelaksanaan kegiatan,
pelayanan tarriu dan keperluan lainnya yang dilaksanakan oleh
pimpinan di Rumah Jabatan;

h. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan di rumah jabatafi
pimpinan; mengevaluasi pe1aksanaan tugas dengan cara
mengidentiflkasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinetja dimasa mendatang;

1. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

j. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberilkan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas betjalan dengan lancar.

Pasal1l9
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 116, Sub Bagian Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah
mempunyai rincia.ntugas:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar ,pekeIjaan
betjalan tertib dan lancar;

d. menyiapkan bahan penyusunan- program dan kegiatan Sub
bagian Sarana dan Prasarana Sektetariat Daetiili;

e. merencanakan dan melaksanakan pengadaan swana dan
prasarana serta me1aksanakan pemenuhan fasilitas; kegiatan
kenegaraanjresmi, kegiatan pimpinan dan kegiatan
kemasyarakatan lainnya; ,

f. menyiapkan data administrasi atas semua barang yang ada
dalam gudang;

g. menata dan menyimpan barang secara tertio, rapi dan aman;
h. menyiapkan data penyaluran barang kepada unit ketja
dilingkungan Sekretariat Daerah ProvinsiGorontalo;
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i. membuat laporan tentang keadaan penya1uranjdistribusi;barang;
j. menyusun rencana penggunaan kendaraan dinas dan ke~utuhan

bahan bakar ininyak (BBM)baik untuk kendaraan. opClrasiomal
maupun BBMuntuk pelayanan tamu;

k. melakukan pengurusan kelengkapan surat-surat kendaraan
Gubemur, Wakil 'Gubemur serta Sekretaris Daerah,para Asisten
dan para Kepala Biro;

1. me1akukan pemeliharaanjperbaikan a1at kelengkawn dan
penggantian suku cadang kendaraan dinas Gubemur, Wakil
Gubemur serta sekretaris Daerah para Asisten dan par~ Kepala
Biro serta kendaraan dinas operasional lainnya di lingkungan
Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo;

m. mengevaluasi pe1aksanaan .tugas dengan cara mengidentiflkasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimlilSEl
mendatang;

n. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan 'Rencana
yang akan datang; dan

o. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas berjalan dengan lancar.

Pasa1120
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal116, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegia;itan dan

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pe1aksanaan tltgas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tUgas dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pe~sanaaii
tugas;

c. membimbing pe1aksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

d. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan
Sub bagian Pengelolaan dan Penatausahaan Barang;

e. menata dan mengadministrasikan barang milik daerah yang
be1umdipergunakan maupun yang rusak berat secara terti.b, tapi
dan aman;

f. melaksanakan inventarisasi, pemeliharaan dan penatausahaan
aset milik negaraj daerah dilingkungan Sekretariat Daerah dan
Rumah Jabatan Pimpinan;

g. menyusun rencana kebutuhan dan penghapusan barang
inventaris dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi GorQntalo:

h. melakukan pencatatan barang milik daerah yang '~perbaiki
kedalam kartu pemelihara.aD.;

1. melaksanakan pemeliharaan aset milik nega1!ajdaerah
dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo; .



j. menyiapkan usulan penghapusan barang/ asset milik Negaraj
daerah yang ada dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi
Gorontalo;

k. membuat laporan tentang keadaan penyimpanan barangj asset
daerah;

1. menyelenggarakan administrasi mutasi aset diliqgkungan
Sekretariat Daerah dan Rumah Jabatan Pimpinan dengljrotertib
dan rapi;

m. mencatat seluruh barang milik daerah yang berada pada SKPD
Sekretariat Daerah yang berasal dari APBD mauptin perolehan
lain yang sah kedalam kartu inventaris barang (KI~), kartu
Inventaris ruangan (KIR),Buku Inventaris (BI), dan bu~ induk
inventaris (BIl)sesuai kodenkasi dan penggolongan barang milik
daerah:

p. membuat laporan tentang keadaan penyaluran barang secara
periodik;

q. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentiflkasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kiiletja dimasa
mendatang;

r. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosep.ur dan
peraturan yang.berlaku untuk pertat1ggungjawaban dan'iRencana
yang akan datang; dan

n. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas betjalan dengan lancar.

Bagian Kesepuluh
Biro Humas dan Protokoler

Pasal 121
Biro Humas dan Protokoler mempunyai tugas mengumpulkan dan
menganalisa informasi untuk bahan' kebijakan pimpinan,
melaksanakan kemitraan media, pemberitaan, publikasi do1Wmentasi
kegiatan, dan mengatur pelayanan keprotokolan kegiatan pimpinan
serta melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Pasal122
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Rasal 121,
Biro Humas dan Protokoler menyelenggarakan fungsi:
a. mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas peliputan serta

penyajian informasi dan publikasi penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

b. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan informasi dan publikasi;

c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dokumentasi
pimpinan;

d. mengkoordinasikan pembuatan analisis dan pe1aporan
penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan informasi dan publikasi;



e. mengkoordinasikan dan melakukan keIjasama p'\J.blikasi
kegiatan dengan media massa;

f. me1aksanakan tugas juru bicara Gubernur dan Pemerintah
Provinsi Gorontalo;

g. menata serangkaian tahapan pengaturan dalam acara
kenegaraan dan atau acara resmi;

h. melaksanakan pengaturan kegiatan acara dan koordinasi
pelayanan tamu pimpinan;

1. memberikan informasi setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam
bentuk berita dan dokumentasi yang telah disetujui oleh
pimpinan kepada Biro Humas dan Protokol Sekretariat'Daerah
Provinsi Gorontalo; dan ,

j. me1aksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal123
Biro Humas dan Protokol terdiri dari
a. Bagian Humas;
b. Bagian Protokol; dan
c. Bagian Pengolahan Data dan Kerjasama Media.

Paragraf 1
Bagian Humas

Pasal124
Bagian Humas mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi
pengumpulan informasi dan dokumentasi, analisa. dan
penyebarluasan informasi.

Pasal125
Dalam me1aksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam P~sal124,
Bagian Humas menye1enggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana program dan kegiatan Bagian Humas;
b. Penyusunan bahan kebijakan teknis pelaksanaan tligas dan

program informasi dan publikasi;
c. pelaksanaan tugas dan program peliputan, penataan informasi

dan dokumentasi serta publikasi;
d. pe1aksanaan koordinasi penye1enggaraan tugas editorial,

dokumentasi pemberitaan dan penerbitan;
e. pelaksanaan penjaringan dan analisis informasij opini publik

sebagai bahan referensi untuk dipertitnbangkafi;
f. pelaksanaan tugas juru bicara Gubernur dan Pemerintah

Provinsi;
g. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 126
Untuk mendukung tugas Bagian Humas maka dibentuk sub bagian
dengan pengelompokan sebagai berikut :
a. Sub Bagian Penyiaran dan Penjaringan Informasi;
b. Sub Bagian Peliputan dan Publikasi; dan
c. Sub Bagian Dokumentasi lnformasi I>ublik.



Pasa1127
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 125, Sub Bagian Penyiaran dan Penjaringan lnforrnasi
mempunyai rincian tugas:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan t4gas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuaI dengan ~gas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pellUcsanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

d. mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan
sub bagian penyiaran dan penjaringan informasi;

e. menjaring, menganalisa aspirasi masyarakat dan memantau
mengikuti perkembangan serta mengkaji informasi yang terbit di
media massa dan opini publik yang berkembang;

f. melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan k'Onfirmasi
tentang adanya berita, opini publik ataupun isu y~ beredar
dalam masyarakat untuk direkomendasikan dan dijadikianbahan
masukan, saran, dan klarifikasi kepada pimpinan;

g. menyiapkan bahan informasi berupa kliping berita di m~dia cetak
dalam bentuk buku, penerbitan dan media informasi lainnya,
terhadap implementasi kebijakan pimpinan di bidang
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai bahan
referensi pimpinan;

h. menjalin komunikasi kehumasan dan sinergitas antara lembaga,
instansi, masyarakat, pers j media serta stakeholder lcinnya di
provinsijkabupatenjkota dalam rangka penyiaran dan
penjaringan informasi;

1. melaksanakan penjaringan, pelayanan informasi secara
proporsional dan profesional kepada publik atau pihak-pihak
yang berkompoten berupa kegiatan PPID;

j. membuka ruang publik dan memberikan pelayanan. informasi
dalam bentuk wawancara, dialog interaktif, talkshow dli berbagai
media, dan forum terkait lainnya;

k. melaksanakan pelayanan informasi dan komunikasi dalam
rangka meningkatkan peran serta masyarakat melalui siaran
radio, televisi, dan media elektronik lainnya;

h. menyelenggarakan pelayanan informasi pem1;>angunan,
kemasyarakatan, edukatif, inspiratif serta hiburan sesuai dengan
prinsip-prinsip penyiaran yang independent, netral, mandiri,
transparan, serta profesional sesuai dengan kode etik jumalistik
dan kade etik penyiaran;

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentiflkasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinet-Ja dirtlasa
mendatang;



j. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prose<iur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan ~encana
yang akan datang; dan

1. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberman oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas berjalan dengan lancar.

Pasal128
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 125, Sub Bagian Peliputan dan Publikasi mempunyai rincian
tugas:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

a. mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan
sub bagian Peliputan dan publikasi;

b. meliput kegiatan pimpinan Pemerintahan Provinsi Gorontalo
disegala bidang;

c. menghimpun dan membuat press realese kegiatan pimpiqan;
d. menyiapkan dan merumuskan bahan informasi penyele~ggaraan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai bahan
publikasi melalui media massa;

e. melaksanakan penyebarluasan informasi kegiatan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui media
massa elektronik dan media cetak dan media sosial/ on lme;

f. menyiapkan bahan pembinaan dan mengkoordinasikan tugas-
tugas humas pada satuan kerja perangkat daerah yang apa dalam
lingkup pemerintah provinsi gorontalo;

g. mengumpulkan bahan referensi baik media cetak maupun
elektronik terhadap pemberitaan yang menimbulkan opiI1ipublik;

h. mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan peliputan ~edia dan
wartawan;

d. membuat laporan kegiatan sub bagian peliputan dan
publikasi;

e. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengi~entifIkasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerjl:l dimasa
mendatang;

f. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan' Rencana
yang akan datang; dan .

g. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas berjalan dengan lancar.



Pasa1129
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal125, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pe1aksanaan nigas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ~as dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saatsesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekeIjaan
beIjalan tertib dan lancar;

d. mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan. kegiatan
sub bagian dokumentasi informasi publik;

e. menyiapkan bahan dokumentasi kegiatan pimpinan dan
Pemerintah Provinsi dalam bentuk fotomaupun audio visual;

f. menyiapkan dan menyebarluaskan dokumentasi foto. untuk
bahan pemberitaan;

g. mengolah bahan dokumentasi b~ foto, video dan media internal
humas;

h. menyiapkan bahan himpunan dan mendokumentasikan
naskah-naskah pidato Gubernur, Wakil Gubemur dan
Sekretaris Daerah Provinsi;

h. menyiapkan, menyimpan, dan memelihara peralatan dan hasil
dokumentasi;

i. mengevaluasi pe1aksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kineIjec dimasa
mendatang;

J. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

1. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas beIjalan dengan lancar.

Paragraf2
Bagian Protokol
Pasal130

Bagian protokol mempunyai tugas menyiapkan koordinasi,
pembinaan dan petunjuk pe1aksanaan kebijakan pelayanan
keprotokolan, tata acara, pelayanan tamu dan agenda kegiatan
pimpinan.

Pasal131
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasa1130,
Bagian Protokolmenyelenggarakan fungsi:
a. pe1aksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan

kegiatan keprotokolan;



keperluan yang
kelertgkapan

b. penghimpunan dan Pengolahan data dan informasi dibidang
keprotokolan;

c. perumusan program dan standard operasiona1 prosedur
keprotokolan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain
di bidang keprotokolan;

e. pelaksanaan penyiapan dan pengaturan agenda kegiatan dan
acara pimpinan pemerintah provinsi;

f. pelaksanaan koordinasi acara penerimaan kunjungan tamu
VIPjVVIPdan tamu lainnya ke pemerintah provinsi;

g. pelaksanaan pelayanan keprotokolan kepada instansi
pemerintahjnon pemerintah yang membutuhkan; dan

h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasa1132
Untuk mendukung tugas Bagian Protokol maka dibentuk sub bagian
dengan pengelompokan sebagai berikut :
a. Sub Bagian Tata Acara;
b. Sub Bagian AgendaKegiatan Pimpinan; dan
c. Sub Bagian Pelayanan Tamu.

Pasa1133
Da1am menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasa1131, Sub Bagian Tata Acara mempunyai rincian tugas:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan mgas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tl<tgas dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekeIjaan
beIja1antertib dan lancar;

d. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program
kegiatan di sub bagian Tata Acara;

e. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan
berkaitan dengart perlengkapan dan
acarajupacara baik resmi maupun kenegaraan;

f. pengaturan ruangan, tata tempat, tata upacara dan tata
penghormatan da1am acara resmi dan acara kenegaraan
berdasarkan ketentuan dan situasinya;

g. mengkoordinasikan persiapan dan gladi lapangan dailam acara
kenegaraan atau acara resmi;

h. penyiapan penyusunan bahan laporan pimpinan serta buku
panduan acarajupacara baik secara kenegaraan maupun resmi;

1. pelaksanaan koordinasi para ajudan pimpinan;
J. mengadministrasikan dan mendokumentasikan acara kegiatan

pimpinan da1am bentuk laporan kegiatan pimpinan secara
berka1a;



k. mengkoordinasikan penyiapan tanda kenang-kenangan
(souvenir);

1. mengeva1uasi pe1aksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada da1amrangka perbaikan kineIja dimasa
mendatang;

m. me1aporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungj'awaban dan Rencana
yang akan datang; dan

n. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberilam oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas berja1andengan lancar.

Pasa1134
Da1am menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasa1 131, Sub Bagian Agenda Kegiatan Pimpinan mempunyai
rincian tugas:
a. merencanakan kegiatan berdasarlam Rencana kegiatan dan

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pe1aksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekeIjaan
beIja1an tertib dan lancar;

d. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kegiatan
di sub bagian AgendaKegiatan Pimpinan;

e. melakukan koordinasi dengan staf pimpinan dan SKPD terkait
rencana agenda kegiatan;

f. pengumpulan bahan penyusunan agenda kegiatan pimpinan
berdasarkan data dari penyelenggara atau SKPD yang terkait
dengan kegiatan;

g. menyusun dan mengagendakan rencana kegiatan pimpif:l.anyang
telah disetujui untuk dihadiri dan didokUmentasikan da1am
bentuk tentative kegiatan;

h. menyiaplam dan memproses undangan yang ditujukan kepada
pimpinan;

i. me1akukan koordinasi terkait pendistribusian dan pengiriman
undangan dan kehadiran pejabat yang diundang;

j. menghimpun dan memelihara data nama dan a1amat para
pejabat dan para tokbh masyarakat yang dipandang perlu;

k. mengkoordinasilam undangan upacara rutin, senam,dan apel
di Lingkungan Pemerintah Provinsi;

1. mengeva1uasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentif1kasi
hambatan yang ada da1am rangka perbaikankineIja dimasa
mendatang;

m. melaporlam pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungj'awaban dan.Rencana
yang akan datang; dan



n. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberi~ oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas berjalan dengan lancar.

akomodasi,
bagi tamu

penerimaan,
pengamanan

Pasal135
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal131, Sub Bagian Pelayanan Tamu mempunyai rincian tugas:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tuga~;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalarl tertib dan lancar;

d. mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan
dibidang sub bagian pelayanan tamu;

e. mengkoordinasikan pengaturan
transportasi, pendampingan dan
pimpinan;

f. pengaturan pen.erimaan tamu-tamu, baik tarriU daerah, tamu
negara, maupun tamu perwakilan negara-negara sahabat;

g. menyiapkan bahan rencana agenda kunjungan tamu dan
perjalanan dinas pimpinan;

o. menyiapkan bahan pelaporan kegiatan tamu;
p. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa
mendatang;

q. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

h. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas berjalan dengan lancar.

Paragraf 3
Bagian Pengolahan Data dan Kerjasama Media

Pasal136
Bagian Pengolahan Data dan Kerjasama Media mempunyai tugas
menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan petuI;ljuk
pelaksanaan pengolahan data dan kerjasama media serta melakukan
urusan tata usaha biro.

Pasal137
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal136,
Bagian Pengolahan Data dan Kerjasama Media menyelenggarakan
fungsi:



a. penyusunan rencana program dan kegiatan Bagian Pengolahan
Data dan Kerjasama Media;

b. pelaksanaan dan Penyiapan petunjuk pelaksanaan pengumpulan
data dan evaluasi;

c. pelaksanaan evaluasi dan monitoring data informasi program
pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan rakiyat dan
umum baik dari pemerintah pusat, daerah maupun dari
masyarakat;

a. pengoordinasian pelayanan administrasi media massa dan media
lainnya;

b. pengoordinasian dan Pelaksanaan penyelenggaraan kemitraan
media massa dan lembaga informasi lainnya;

d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro; dan
e. pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal138
Untuk mendukung tugas Bagian Pengolahan Data dan Ketjasama
Media maka dibentuk sub bagian dengan pengelompokan sebagai
berikut:
a. Sub Bagian Pengolahan Data;
b. Sub Bagian Kerjasama Media; dan
c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

Pasal139
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal137, Sub Bagian Pengolahan data mempunyai rincian tugas:
.a. merencanakan kegiatan berdasarkanRencana kegiatjan dan

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaart
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

d. mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan
sub bagian pengolahan data;

e. mengendalikan penatausahaan hasil peliputan, dokumentasi dan
publikasi, penyiaran publik serta kegiatan pimpinan dan tamu
pimpinan;

f. melaksanakan pengumpulan, pengendalian dan pengelolaan
informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

g. mengkoordinasikan dan membantu pelaksanaan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)antar SICFIDdalam
pengelolaan informasi;

h. melaksanakan pengelolaan data untuk kebutuhan informasi yang
bersumber dari SKPDdan lembaga-Iembaga terkait;

1. menyiapkan bahan informasi dan dokumentasi dalam bentuk foto
dan video kegiatan Pimpinan atau Program Pemerintah Provinsi
Gorontalo;



J. melakukan pengumpulan data dan kooldinasi bahan penyusunan
Rencana Strategis (Renstra), Rencana KeIja Biro Humas dan
Protokol Sekretariat Daerah ProvinsiGorontalo;

k. mengelola data RKA-SKPDberdasarkan indikator kegiatan, pagu
anggaran definitive,analisa standar belanja dan satuan biaya;

1. mengendalikan penatausahaan pelaksanaan anggaran lingkup
Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi
Gorontalo;

m. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi
harnbatan yang ada dalarn rangka perbaikan kineIja dimasa
mendatang;

n. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan. Rencana
yang akan datang; dan

o. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas beIjalan dengan lancar.

Pasal140
Dalarn menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalarn
Pasal 137, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rindan tugas:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekeIjaan
beIjalan tertib dan lancar;

d. mengkoordinasikan penyusunan rencana prograrn dan kegiatan
Sub Bagian KeIjasarnaMedia;

e. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan
kemitraan media massa dan lembaga informasi lainnya;

f. mengkoordinasikan pelayanan. a:a.ministrasi media massa dan
media lainnya;

g. menyiapkan bahan keIjasarna dengan pengelola media massa;
h. mengkoordinasikan penyusunan PeIjanjian KeIja Sarna baik

bersifat administratif maupun teknis dengan media massa dan
media lainnya;

1. melaksanakan dan mengkoordinasikan penatausahaan
administrasi keuangan keIjasarna antar media;

J. melakukan keIja sarna publikasi melalui media lainnya berupa
pemasangan billboard, banner, kalender tahunan, bum agenda,
spanduk dan baliho;

k. menjalin kemitraan yang adil dan proporsional dengan media
cetak dan media elektronik serta media on-line;

1. pelaksanaan monitoring dan evaluasi keIjasarna media;



m. membuat laporan kegiatan sub ba~an keIjasama antar media;
n. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifIkasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kineIja dimasa
mendatang;

o. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

p. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pe1aksanan tugas beIjalan dengan lancar.

Pasal141
Dalam menye1enggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal137, Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai rincian tugas:
a. merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana kegiatan dan
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan togas;

b. merribagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ~gas dan
tanggung jawab masing-masing untuk ke1ancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap soot sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agarpekeIjaan
beIjalan tertib dan lancar;

d. mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan
sub bagian Tata Usaha Biro;

e. menganalisa dan mengkoordinasikan bahan-bahan pelaporan
bulanan berupa Laporan Akuntabilitas KineIja Instansi
Pemerintah (LAKIP),Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(LPPD),dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);

f. melaksanakan pengelolaan dan inventarls barang biro;
g. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga biro, surat
menyurat dan kearsipan;

h. menetapkan pengurus dan pembantu pengurus barang milik
daerah;

i. mengolah data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi
pegawai serta pengembangan kapasitas SDMAparatur;

J. menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan;
k. me1aksanakan penatausahaan pengelolaan dan
mengkoordinasikan penge101aan keuangan dengan instansi
terkait;

1. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Biro Humas
dan Protokol Sekretarlat Daerah Provinsi Gorontalo;

q. melaksanakan dan mengkoordinasikan penatausahaan
administrasi peIjalanan dinas lingkup Biro Humas dan Protokol
Sekretarlat Daerah Provinsi Gorontalo;

r. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifJkasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kineIja dimasa
mendatang;



s. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedw dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana
yang akan datang; dan

m. melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan perintah
tugas agar pelaksanan tugas beIjalan dengan lancar.

Bagian Kesebelas
Staf Ahli
Pasal142'

Staf Ahliberada di bawah dan bertanggung jawab kepada G14bernur
dan secara administratif dikoordinasikan oleh SekretarisDaerah.

Pasal143 .
Staf AhliGubernur terdiri dari:
a. Staf AhliBidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
b. Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan;

dan
c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya

Manusia.

Pasal144
(1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik meIl!lpunyai

tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis
kepada Gubernur terkait dengan bidang Pemerintahan,
Hukum dan Politik.

(2) Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan
mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu
strategis kepada Gubernur terkait dengan bidang
Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan.

(3)Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu
strategis kepada Gubernur terkait dengan bidang
Kemasyarakatan dan Sumber DayaManusia.

BABV
KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL

Pasal145
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan
kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal146
(1) Kelompok jabatan fungsiortal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 145, terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok
jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Masing-masingkelompok jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fu~sional
senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab ikepada
pemimpin unit organisasi sesuai dengan tugas dan funigsinya.



(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban keIja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana di~aksud
pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATAKERJA

Pasal147
Dalam me1aksanakan tugasnya setiap pejabat di lingkungan
Sekretariat Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, ililtegrasi,
dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar
satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah serta dengan
instansi lain di luar lingkungan Sekretariat Daerah sesuai. dengan
tugas masing-masing.

Pasal148
Setiap pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah:
a. bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan

bawahannya masing- masing dan memberikan bimbingan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan

b. wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila teIjadi
penyimpangan agar mengambi1langkah-Iangkahyang diperlukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal149
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat dibantu oleh
bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada
bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat secara
berkala.

Pasal150
Setiap pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah wajibmengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya
masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasa1151
Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan
pejabat pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk
kepada bawahan.

BAB VII
ESELON,PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN

Pasal152
(1) Sekretaris Daerah provinsi merupakan jabatan eselon Ib atau

jabatan pimpinan tinggimadya.



jabatan

jabatan

daerah provinsi, staf ahli gubernur
merupakan jabatan eselonIIa atau jabatan pimpinan tinggi
pratama.

(3) Kepala biro sekretarlat daerah provinsi merupakan
eselon lIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

(4) Kepala bagian merupakan jabatan eselon IlIa atau
administrator.

(2) Asisten sekretaris

(5) Kepala subbagian merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan
pengawas.

bawah dapat diangkat dan
diberi pelimpahan wewenang

Pasal153
(1) Pejabat struktural eselon I diangkat dan diberhentikan

Presiden atas usul Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri.
(2) Pejabat struktural ese10n II ke bawah diangkat

diberhentikan oleh Gubernur.
(3) Pejabat struktural eselon III ke

diberhentikan oleh pejabat yang
oleh Gubernur Gorontalo.

oleh

dan

BAH VIII,
KETENTUANLAIN- LAIN

Pasal154
Bagan organisasi Sekretariat Daerah Provinsi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Gorontalo
bagi~ yang

BABIX
KETENTUANPERALIHAN

Pasal155
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku seluruh jabatan
yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan tetap
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengandibentuknya
jabatan bam dan diangkat pejabat _bam berdasarkan Peraturan
Gubernur ini.

BABX
KETENTUANPENUTUP

Pasal156
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan
Gubernur Gorontalo Nomor 57 Tahun 2016 tentang tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
KeIja Sekretarlat Daerah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi
Gorontalo Tahun 2016 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
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